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Asrul Prayudha Imran E12108300, Analisis Prinsip Good Governance dalam 
Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Dr.H.A.Samsu Alam, 
M.Si, Dr. A. M. Rusli, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan 
prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan 
kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Tipe 
penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang 
digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Data 
dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data 
yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui 
mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 
menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat 
kesimpulan.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan 
akuntabilitas kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 
dapat dilihat pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah kecamatan, 
kewenangan pengelolaan kebersihan dan operasional pemadam kebakaran. 
Transparansi penyelenggaraan kewenangan camat di Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar  meliputi informasi peraturan daerah yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
kecamatan dan informasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan 
dan surat keterangan, dan informasi biaya pembuatan SITU serta 
penyediaan sarana pengaduan terhadap pelayanan. Pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang 
melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya 
dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian bantuan berupa 













Asrul Praayudha Imran, E12108300, Analysis of Good Governance Principles 
of The Authority Implementation in The District Panakkukang, Makassar, 
South of Sulawesi (supervised by Dr.H.A. Samsu Alam, M.Si, Dr. A.M. Rusli, 
M.Si) 
This research aims to overview the application of the principles of 
accountability, transparency, and participation in the authority implementation 
of head district in the District Panakkukang, Makassar. The type of research 
is descriptive. Basic research is a survey method. Data collection by using 
observation, interview, and literature study. Data were collected from a variety 
of sources to obtain sufficient data. The data were then analyzed qualitatively 
through organizing data, translate it into units, organize into a pattern, choose 
which is important and which will be studied, describes in the form of words 
and sentences, then make conclusions. 
Conclusions obtained from this study is the implementation of accountability 
of authority of head district in the Sub District panakkukang, Makassar city 
can be seen in the accountability report of government agencies sub district, 
managing authority hygiene and firefighter operations. Transparency of 
authority of head district in the District Panakkukang, Makassar city include 
regional regulatory information pertaining to the implementation of the tasks 
and functions of district government officials and information procedures 
administrative public services and certificate of residence and the cost of 
manufacture of SITU information as well as the provision of complaints 
against the service. The tasks and functions of district government officials 
panakkukang, Makassar city involving public and private participation can be 
seen to others in the field of hygiene and the environment, community 
development and empowerment, services and provision of assistance in the 







1.1. Latar Belakang Penelitian 
Sejak berlakunya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki 
kewenangan yang besar, kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, 
pendanaan dan aset yang besar pula. Di tengah semangat membangun 
otonomi daerah, ada hal ironis bahwa  kewenangan dan sumber daya 
besar yang dimiliki kabupaten/kota kurang berdampak pada 
pemberdayaan kecamatan. Padahal kecamatan inilah yang semestinya 
diposisikan sebagai “ujung tombak” pelayanan kepada masyarakat.1 
Otonomi boleh saja menjadi domain pemerintah kabupaten/kota, 
namun front line dari sebagian fungsi pelayanan mestinya diserahkan 
kepada kecamatan, disamping kepada dinas daerah/lembaga teknis 
daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih 
mengedepankan fungsi-fungsi steering seperti koordinasi, pembinaan, 
fasilitasi, dan pengendalian, daripada fungsi rowing atau penyelenggaraan 
langsung suatu urusan. Dari perspektif pemerintahan dan pelayanan 
publik, pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat 
bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu 
keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 
                                                             
1 Tri Widodo W. Utomo. Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan 
Kelurahan. Disampaikan pada "Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah" PKP2A I – LAN. 
Bandung. 7 Agustus 2004. hal.1 
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pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di 
daerah.  
Jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat 
kabupaten/kota, maka akan didapatkan paling tidak 2 (dua) permasalahan 
yaitu: 
1. Pemerintah kabupaten/kota akan cenderung memiliki beban kerja yang 
terlalu berat (overload) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat 
menjadi kurang efektif. Di sisi lain, sebagai akibat kewenangan yang 
terlalu besar, maka organisasi kabupaten/kota juga didesain untuk 
mewadahi seluruh kewenangannya sehingga justru menjadikan format 
kelembagaan semakin besar dan tidak efisien.    
2. Kecamatan sebagai perangkat kabupaten/kota akan muncul sebagai 
organisasi dengan fungsi minimalis. Apa yang dilakukan oleh 
kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif  yang selama ini 
dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan kedua 
lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan 
organisasi yang luar biasa. 
Beberapa keuntungan yang diperoleh dari model transfer of power 
dari pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan ini antara lain adalah: 
1. Beban pemerintah daerah dalam penyediaan/pemberian layanan 




2. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar 
sehingga dapat menghemat anggaran; 
3. Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah 
sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi regional; 
4. Sebagai wahana memberdayakan fungsi kecamatan yang selama ini 
terabaikan. 
Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan akan membawa 
manfaat tidak saja kepada kecamatan sebagai penerima delegasi, namun 
juga kepada kabupaten/kota yang bersangkutan. Disamping itu, kebijakan 
untuk melimpahkan kewenangan kepada unit organisasi yang lebih 
rendah ini juga memiliki manfaat pada 3 (tiga) bidang, yakni: 
1. Politik: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian 
governance) serta untuk mendorong perwujudann good governance 
and good society. 
2. Sosial ekonomi: mengurangi kesenjangan antar wilayah (regional 
disparity) atau ketimpangan (inequity), memacu pertumbuhan 
pembangunan (economic growth), mendorong prakarsa dan partisipasi 
publik, dan sebagainya. 
3. Administratif: mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraann 
pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat 
kinerja pemerintahan secara umum. 
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Kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya berbagai 
perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam 
tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan 
yang sangat mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan 
fungsi kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat 
wilayah” dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi 
“perangkat daerah” dalam rangka asas desentralisasi. Perubahan tersebut 
telah menggeser posisi kecamatan dari “wilayah jabatan” menjadi 
“lingkungan kerja”. 
Meskipun terjadi perubahan status, kecamatan tetap merupakan 
bagian dari struktur pemerintahan yang diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada 
masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah. Demikian pentingnya 
fungsi pelayanan ini, sehingga menjadi tolak  ukur bagi terselenggaranya 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama di tingkat 
pemerintahan daerah. 
Permasalah yang terjadi di Kecamatan Panakkukang yaitu, tuntutan 
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menemui 
kendala akibat tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. 
Hal ini dapat dilihat pada kewenangan pengelolaan kebersihan. Pada 
penyelenggaraaan kewenangan pengelolaan kebersihan yaitu 
pengangkatan sampah dari sumber (rumah tangga) ke TPS, Kecamatan 
Panakkukang berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
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belum ada batasan yang jelas mengenai pelaksanaannya. Hal tersebut 
merupakan salah satu kewenangan yang dinilai belum cukup optimal 
karena penerapan good governanve belum di jalankan dengan baik dan 
benar. 
Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani 
kecamatan hanyalah berupa rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah 
kota.  Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi 
ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi 
lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan 
pelayanan kepada masyarakat.  Salah satu upaya untuk itu adalah 
pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat untuk 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. 
Diharapkan dengan adanya pendelegasian kewenangan ini 
beberapa pelayanan publik seperti pemberian izin dan pelayanan non 
perizinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas 
akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah 
kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat 
untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.2 
Hal ini disebabkan oleh tujuan utama dari pendelegasian 
kewenangan kepada Camat adalah untuk mempercepat proses sekaligus 
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pada saat yang 
                                                             
2 Sad Dian Utomo. Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat: Strategi dan Implementasi, hal. 1    
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bersamaan, kebijakan ini akan meringankan beban pemerintah daerah, 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan umum diharapkan akan 
semakin efektif dan efisien.  
Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat ini juga 
merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 226 ayat (1) bahwa 
selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat 
(1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali 
kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota3 
Jenis-jenis kewenangan beserta rinciannya juga dapat di lihat pada 
Peraturan Walikota Makassar Nomor: 77 Tahun 2006 tentang 
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar kepada Camat 
dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Amanat yang sama juga 
dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa 
camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 






                                                             
3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (1) 






h. Penyelenggaraan; dan 
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 
Lebih lanjut, Permendagri No. 4 Tahun 2010, memuat beberapa 
pertimbangan bahwa:5  
Dalam rangka merespon dinamika perkembangan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan 
yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 
dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan 
kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran 
kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan 
pelayanan publik. 
Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian 
kewenangan bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan 
dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan 
besar diemban oleh bupati/walikota untuk menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin 
bupati/walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan 
                                                             




sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan 
program-programnya. 
Namun, berdasarkan laporan dalam operasaionalisasinya masih 
dijumpai permasalahan sehingga kesan tidak optimal masih terlihat dari 
kebijakan tersebut. Dengan mengacu pada latar belakang penelitian 
tersebut  maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian 
“Analisis Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Kewenangan  
Camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 226 menyebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan.  Dengan demikian, tugas dan fungsi 
kecamatan adalah melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh 
bupati atau walikota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
 Tugas dan fungsi tersebut memberikan konsekuensi kecamatan 
sebagai pelayan kembar. Di satu sisi, kecamatan merupakan ujung 
tombak pelayanan kepada masyarakat dan di sisi lain sebagai perangkat 
kerja daerah yang melaksanakan tugas kewenangan yang telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas 
maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prinsip-prinsip good governance yakni prinsip akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaan kewenangan camat di 
Kecamatan Panakkukang ? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good 
governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam 
pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penilitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi dalam pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan 
Panakkukang. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan 
Panakkukang. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Kegunaan akademis, hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi 
bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu 
Pemerintahan. 
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapakan menjadi bahan 
informasi, masukan dan pertimbangan bagi kalangan pemerintahan 
khususnya Pemerintah Kota Makassar.  
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3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 








 Tinjauan pustaka merupakan paduan penulisan dalam aspek 
konseptual-teoritis. Pada bagian ini dipaparkan berbagai konsep teori tentang 
birokrasi dan good governance. Konsep teori tersebut selanjutnya akan 
digunakan sebagai alat analisis terhadap terhadap masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. 
2.1. Good Governance 
 Dalam rangka mewujudkan amanat reformasi khususnya pada 
perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, citra negatif yang 
melekat pada birokrasi masa Orde Baru berusaha untuk dihilangkan. Salah 
satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui 
penerapan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau dikenal 
dengan istilah good governance dalam birokrasi. 
 Governance secara sederhana diartikan sebagai tata kelola 
pemerintahan. Ganie-Rochman mendefinisikan governance sebagai 
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan 
pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan 
kolektif.6 Pinto memberikan definisi governance sebagai praktek 
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penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam 
pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi 
pada khususnya.7 United Nations Development Programme (UNDP) 
merumuskan istilah governance sebagai “the exercise of political, economic 
and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels” 
(pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola 
kepentingan nasional di segala bidang).8 
 UNDP mengemukakan bahwa governance memiliki tiga kaki, yakni 
politik, ekonomi dan administratif. Political governance menunjuk pada proses 
pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang 
memiliki legitimasi dan kewenangan. Economic governance mencakup 
proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak 
langsung aktivitas ekonomi negara atau hubungannya dengan ekonomi 
lainnya. Administratif governance adalah sistem implementasi kebijakan yang 
melaksanakan sektor pubik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan 
terbuka.9  
 Institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau 
pemerintah), private sector (swasta) dan society (masyarakat). Ketiga 
komponen governance ini mempunyai tata hubungan yang sama dan 
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sederajat. Keseimbangan hubungan ketiga komponen ini akan berpengaruh 
terhadap upaya menciptakan good governance. 
 Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 
kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor swasta dan 
masyarakat.10 Tascherau dan Campos sebagaimana yang dikutip Toha11 
menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu kondisi yang 
menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan 
peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen 
pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan 
(business) yang berada di sektor swasta.  
 Pendapat di atas menunjukkan bahwa good governance merupakan 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan 
sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat 
berdasarkan karaterisitik tertentu. Pemerintah berfungsi menciptakan 
lingkungan  politik dan hukum yang kondusif. Swasta berperan menciptakan 
pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam interaksi sosial, 
ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. 
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 Berbagai versi maupun indikator yang digunakan dalam menguraikan 
prinsip good governance. UNDP mengajukan prinsip good governance yang 
terdiri dari participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus 
orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability serta strategic 
vision.12World Bankmemberikan 4 prinsip dari good governance, yaitu (1) 
accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.13  
Ganie-Rochmanmengemukakan good governance memiliki empat prinsip 
utama yaitu, accountability, kerangka hukum, informasi dan transparansi.14 
 Pendapat mengenai prinsip good governance berbeda-beda dari satu 
lembaga ke lembaga lain, dari satu pakar ke pakar lainnya sebagaimana 
terlihat di atas. Namun, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 
sejumlah prinsip yang dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang 
melandasi good governance, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) 
partisipasi. Ketiga prinsip utama ini saling mempengaruhi dan mendukung 
pelaksanaan masing-masing. 
 Dalam pelaksanaan prinsip good governance, negara merupakan 
pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. 
Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi berjalannya 
perikehidupan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan upaya 
pelaksanaan good governance, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan 
pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
 Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik 
mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, 
partisipasi yang aktif dari masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.15 Sejalan dengan hal tersebut, H.A.W. Widjaya 
menyatakan bahwa sebagai daerah otonom, daerah mempunyai 
kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat.16 
 Praktik kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan 
dan keputusan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan 
dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi 
masyarakat yang terkena dampaknya. Akuntabilitas pemerintahan 
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mensyaratkan adanya transparansi pemerintahan yang selanjutnya akan 
mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
 Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan 
parsitipatif dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah bukan pekerjaan 
yang sederhana. Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat 
dijalankan oleh komponen pemerintah saja, melainkan juga memerlukan 
dukungan yang besar dari komponen lain, yaitu swasta dan masyarakat yang 
berinteraksi dalam satu sistem tata pemerintahan yang baik (good 
governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung 
jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan 
administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara 
dan saling mendukung.  
 Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas 
prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan 
tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Untuk itu, di bawah ini akan diuraikan 
beberapa hal mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 
2.1.1. Akuntabilitas 
 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 





memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban.17Akuntabilitas merupakan prasyarat penting untuk bisa 
menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik. Akuntabilitas juga 
merupakan salah satu instrumen untuk mengembalikan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah.  
 Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan menegaskan bahwa 
sistem di mana pertanggungjawaban mengalir ke atas melalui rantai 
komando tidak seefektif sistem di mana pertanggungjawaban mengalir ke 
masyarakat yang diselenggarakan kepentingannya. Namun, perlu 
diperhatikan bahwa sistem pertanggungjawaban tersebut masih dalam 
kerangka peraturan dan standar yang ditetapkan oleh mereka yang 
mengarahkan organisasi pemerintahan.18 
 Dari pengertian di atas terlihat bahwa akuntabilitas pemerintahan 
terdiri atas pertanggungjawaban terhadap instansi/pihak yang lebih tinggi 
(internal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (eksternal) 
tergantung pada dampak penerapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang 
diuraikan oleh UNDP19 mengenai prinsip akuntabilitas yakni dimana para 
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pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat 
(civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stake holders.  
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua 
tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan 
publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan 
dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif 
perlu adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan 
serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak 
lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.  
Miftah Thoha20 menjelaskan bahwa salah satu wujud dari akuntabilitas 
itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut 
kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas undang-undang. 
Peraturan perundang-undang dijadikan sebagai salah satu indikator dalam 
mengukur proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan produk hukum 
yang berupa undang-undang ini rakyat mempuyai akses untuk mengatur dan 
mengendalikannya. 
 Secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas 
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan 
kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan secara 
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periodik yang kemudian akan diukur sejauhmana pencapaiannya sesuai 
dengan standar-standar yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi 
organisasi.  
 Pertanggungjawaban eksternal kepada publik sangat berkaitan 
dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Bentuk 
pertanggungjawaban secara eksternal adalah dengan menyediakan akses 
informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam 
pengambilan keputusan, prosedur pelaksanaan dan tujuan dan harapan yang 
dicapai. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian dan 
masukan serta laporan jika pada penyelenggaraan pemerintahan tersebut 
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta harapan masyarakat.  
 Akuntabilitas melibatkan birokrasi dan para pegawai-pegawainya 
untuk mengelola bermacam-macam kehendak yang berasal dari dalam dan 
luar organisasinya. Berkaitan dengan hal ini, Herbert J. Spiro menjelaskan 
“contemporary bureaucrat is in fact, and should be, accountable to several 
different authorities, for different purpose, to different degrees, and in terms of 
different though mutually complimantary standards”. (birokrasi saat ini pada 
kenyataannya, dan seharusnya, dapat bertanggungjawab terhadap beberapa 





berbeda, dan dalam syarat-syarat dari kesatuan standar-standar yang 
berbeda).21 
 Dilihat sebagai suatu strategi untuk mengelola kehendak (expectation), 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki 4 bentuk sistem. 
Pembedaan tersebut didasarkan pada (1) apakah kemampuan untuk 
merumuskan dan mengontrol kehendak-kehendak tersebut dipegang oleh 
kesatuan tertentu di dalam atau di luar organisasi dan (2) derajat kontrol yang 
diberikan atas kesatuan tersebut (di dalam atau di luar organisasi) untuk 
merumuskan kehendak-kehendak lembaga itu.22 
 Dari sisi dimensi pertama, manajemen kehendak-kehendak lembaga 
melalui mekanisme pertanggungjawaban itu membutuhkan adanya sumber 
kontrol otoritatif. Sumber-sumber kontrol internal bersandar pada otoritas 
inheren pada kaitan hirarkis formal maupun kaitan sosial informal di dalam 
lembaga tersebut. Sumber-sumber kontrol eksternal mencerminkan adanya 
pembedaan yang sama, otoritasnya dapat diperoleh dari tatanan-tatanan 
formal di dalam hukum atau kontrak-kontrak legal maupun praktik kekuasaan 
informal yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan dari luar lembaga. 
 Unsur kedua dalam setiap sistem pertanggungjawaban adalah derajat 
kontrol atas pilihan-pilihan lembaga serta operasi-operasi yang dilaksanakan 
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oleh sumber-sumber kontrol tersebut. Derajat kontrol yang tinggi 
mencerminkan kemampuan pengawas untuk menentukan jangkauan dan 
dan kedalaman tindakan yang dapat diambil oleh suatu lembaga negara dan 
aparaturnya. 
 Perpaduan dua dimensi di atas menghasilkan 4 tipe sistem 
akuntabilitas pemerintahan23. Pertama, akuntabilitas birokratik. Melalui 
pendekatan ini, kehendak-kehendak administrator publik dikelola dengan 
memfokuskan perhatian pada prioritas hirarki birokrasi puncak. Kontrol 
supervisi diterapkan secara intensif terhadap seluruh aktivitas lembaga. 
Fungsi sistem akuntabilitas birokratik melibatkan dua perpaduan: (1) 
hubungan formal dan terorganisir antara atasan dan bawahan dimana 
terdapat keharusan untuk mengikuti ketentuan yang tidak bisa dibantah atau 
dipertanyakan; dan (2) supervisi tertutup atau sistem standar prosedur baku. 
Akuntabilitas birokratik merupakan akuntabilitas yang bersifat kaku dengan 
melaksanakan secara penuh standar dan prosedur yang ditetapkan.  
 Kedua, pertanggungjawaban legal. Memiliki kesamaan dengan 
akuntabilitas birokratik dengan melibatkan penerapan kontrol yang terus-
menerus terhadap seluruh aktifvitas administrasi publik. Perbedaannya 
terletak pada keterikatan antara pengawasan pihak-pihak luar lembaga yang 
memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau menuntut kewajiban-
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kewajiban formal tertentu dengan anggota organisasi yang terdapat pada 
akuntabilitas legal. Hubungan tersebut berdasarkan atas kesepakatan formal 
diantara lembaga publik dan pengawasnya. 
 Ketiga, akuntabilitas profesional. Kunci dari sistem akuntabilitas ini 
adalah diferensiasi keahlian dalam lembaga tersebut. Lembaga negara harus 
memiliki pegawai-pegawai yang ahli untuk melaksanakan solusi atas setiap 
permasalahan dengan tepat. Pegawai tersebut diharapkan dapat 
mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan mereka sendiri guna 
memastikan pemimpin-pemimpin lembaga bahwa mereka telah 
melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Dengan demikian akuntabilitas 
profesional dicirikan oleh penempatan kontrol terhadap aktivitas organisasi 
ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau keterampilan khusus 
dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 
Kempat, akuntabilitas politik. Daya tanggap terhadap kepentingan 
publik merupakan karakteristik sistem akuntabilitas politik. Kunci hubungan 
sistem akuntabilitas menyerupai hubungan antara seorang wakil rakyat 
dengan warga pemilih. Birokrasi berada pada posisi wakil rakyat dan warga 
pemilih (kepada siapa mereka harus bertanggungjawab) sebagai masyarakat 
yang dilayani. 
Berdasarakan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 





tatanan hirarkis yang berlandaskan pada keterkaitan hubungan supervisial, 
sistem akuntabilitas legal mengelola kehendak-kehendak melalui suatu 
keterkaitan kontraktual (ditetapkan dalam peraturan), sistem profesional 
bersandar pada pengakuan atas perbedaan keahlian, serta sistem 
pertanggungjawaban politik menunjuk pada daya tanggap terhadap 
kehendak rakyat sebagai sarana untuk menangani keinginan-keinginan yang 
bermacam-macam. 
2.1.2. Transparansi 
 Transparansi merupakan aspek yang penting dalam membangun 
kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan 
dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Pertanggungjawaban dan aturan hukum memerlukan 
keterbukaan dan informasi yang baik sehingga jenjang administrasi yang 
lebih tinggi, pengawas eksternal serta masyarakat umum dapat melakukan 
verifikasi terjadap kinerja administrasi pemerintahan dan kesesuaiannya 
terhadap hukum.  
 Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, 





pemerintahan.24Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indicator 
good governance yang lain, utamanya akuntabilitas dan partisipasi.25 
 Transparansi memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan 
untuk dapat menilai tindakan pemerintah. Dengan memahami apa yang 
dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan 
seberapa jauh  tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada, 
akan memudahkan penilaian  terhadap akuntabilitas pemerintahan.  
 Tansparansi juga dapat menumbuhkan partisipasi. Prosedur dan 
standard mengenai pelaksanaan  kegiatan pemerintahan dan pelayanan 
publik yang terbuka dan mudah diketahui dapat mendorong pihak lain untuk 
ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.26 Dalam pengertian ini 
pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun 
yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
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 Pemerintah memiliki akses terhadap banyak informasi penting. 
Informasi tersebut dapat berupa alasan yang melatar belakangi tindakan, 
bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan tindakan.27Alokasi 
anggaran juga merupakan informasi yang penting. Masyarakat dan 
stakeholders perlu mengetahui seberapa besar  pemerintah memberikan 
perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.28 
 Pendapat tentang transparansi di atas terangkum dalam pendapat 
yang disampaikan oleh Hari  Sabarno mengenai transparansi dalam 
pemerintahan daerah. Beliau berpendapat bahwa transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi yang 
meliputi transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja 
pemerintah, dan transparansi pertanggungjawaban kinerja.29 
 Transparansi tidak hanya menyangkut penyebaran informasi saja, 
tetapi juga memiliki beberapa persyaratan tambahan terhadap informasi yang 
diberikan. Di bawah ini dipaparkan beberapa persyaratan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh beberapa ahli. 
 Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat 
melalui derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang 
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diberikan oleh Agus Dwiyanto yang mendefinisikan transparansi sebagai 
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi public dan dijaminnya 
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.30 
Pengertian ini menjelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun 
harus disertai kemudahan bagi masyarakat dan stakeholders untuk 
memperoleh informasi tersebut. Semakin mudah memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan maka semakin 
tinggi tingkat transparansinya. 
 Ambar T. Sulistani dan Agus Sutiono
31
 menambahkan bahwa 
transaparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran 
dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang 
dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang diputuskan dan 
dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini mengandung maksud bahwa 
dalam penyedian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan harus 
dapat dipahami oleh masyarakat.  
 Informasi yang mudah dipahami akan memudahkan masyarakat untuk 
mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, memudahkan 
masyarakat untuk memberikan penilaian dan sebagai kontrol terhadap 
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pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian diperlukan 
pula usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 
informasi yang diberikan.  
 Pemahaman ini bertujuan agar terjadi umpan balik dari masyarakat 
sehingga terjalin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas. 
Pemahaman yang baik oleh masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan 
dapat menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan antipati masyarakat, 
meskipun penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dengan baik. Dengan 
demikian, masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi dari pemerintah 
atau dinas-dinas penerangan pemerintah tetapi mereka giat mencari melalui 
akses yang tersedia tentang segala sesuatu yang menyangkut keputusan 
dan kepentingan publik. 
  Namun demikian, perlu dihindari terjadinya bias dari keterbukaan 
berupa adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan 
oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi 
dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat 
publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa 
informasi tersebut diberikan.  
 Agus dwiyanto dengan member contoh pada pelayanan publik 
mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 





keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, 
waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka  dan 
mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan 
alasannya. 
 Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan 
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang 
lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy 
to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi 
perbedaan dalam interpretasi.32 
 Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi 
tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available).33 
 Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparasi pemerintahan paling 
tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut : 
a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah di 
pahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 
tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-
proses didalam sektor publik. 
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c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
  Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas 
memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan adanya 
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat 
menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 
demikian, pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan 
tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi. 
2.1.3. Partisipasi 
.  Partisipasi berhubungan dengan pandangan bahwa masyarakat 
adalah subjek serta objek pembangunan, yang bukan hanya mendapatkan 
keuntungan dari sebuah pembangunan tetapi juga menjadi agen 
pembangunan. Karena pembangunan adalah untuk dan oleh masyarakat, 
maka mereka membutuhkan akses pada penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai institusi yang memegang amanat menjalankan pembangunan. 
 Masyarakat memiliki posisi yang penting dalam pencapaian efektiftas 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masyarakat mengetahui atau 
bahkan lebih baik dari pada birokrasi mengenai kebijakan apa yang 





masalah dan dapat mengevaluasinya dengan baik.34Dengan demikian, 
partisipasi memunginkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif 
sesuai dengan keinginan dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. 
 Partisipasi masyarakat dalam konteks governance mencakup unsur 
masyarakat itusendiri (society) dan dunia usaha atau swasta. Kedua unsur ini 
merupakan institusi dari governance selain unsur negara (state) atau 
pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah 
partisipasi masyarakat itu sendiri dan partisipasi swasta. 
 Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk 
terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan.35 K. Suhendra,36 menyatakan bahwa Partisipasi dengan 
bahasa lain adalah peran serta masyarakat di semua aspek kehidupan dan di 
semua tingkatan.  
 Kheith Davis merumuskan partisipasi sebagai “Mental and emontional 
involment of a person in a group goals and share responsibility for them”. 
(keterlibatan mental dan emosi dari individu dalam tujuan kelompok dan 
mengambil tanggungjawab terhadapnya).37 Sejalan dengan pendapat ini, 
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Sadu Wastiono menyebutkan bahwa partisipasi memiliki beberapa syarat. 
Syarat–syarat ini akan membedakan partisipasi dengan mobilisasi. Syarat 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan) 
2. ada keterlibatan secara emosional 
3. memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari 
keterlibatannya.38 
  Berdasarkan pendapat Kheit Davis dan Sadu Wastiono di atas, dapat 
dikatakan bahwa dalam partisipasi terkandung dua unsur, yakni adanya 
kesadaran dan kesukarelaan. Pengertian tersebut memberikan perbedaan 
antara partisipasi dan mobilisasi. Mobilisasi lebih didominasi oleh unsur 
paksaan, partisipasi dibangun dengan landasan kesadaran dan 
kesukarelaan. 
  Partisipasi pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat 
berperan aktif secara konstruktif dan bertanggung jawab atasnya. Sementara 
itu, pemerintah lebih berperan sebagai pengarahdan pengawas serta dengan 
berbagai regulasi pemerintah dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk 
pembangunan disemua sektor kehidupan.39 
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 Dua hal yang harus dipunyai oleh sebuah pemerintahan untuk 
menyediakan akses partisipasi. Pertama, adanya mekanisme yang 
melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara memahami dan 
mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Kedua, 
pemerintah harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi 
rakyat. Pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam kontek 
pembuatan kebijakan publik walaupun tidak selamanya dipakai.40 
 Dua ketentuan di atas mengharuskan terjalinnya komunikasi dengan 
rakyat. Untuk itu diperlulkan adanya forum untuk menampung partisipasi 
masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat 
terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat 
mengekspresikan keinginannya. 
 Sementara itu, K suhendra memberikan unsur-unsur yang 
memungkinkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang terdiri dari: kemauan politik yang mendukung, suasana kondusif untuk 
mengembangkan potensi secara menyeluruh, motivasi, potensi masyarakat, 
peluang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, perlindungan dan 
awarness (kesadaran).41 
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Setiap orang dapat berpartisipasi dengan bentuk, insensitas dan 
kapasitas yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan 
perbedaan keahlian antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya. 
Kaho mengutip Uphoff dan kawan-kawan, menjelasakan bahwa 
partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan pada 
tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan tahap 
evaluasi. Dalam tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan, 
partisipasi masyarakat dapat berupa informasi yang berguna (pikiran), 
tenaga, uang, barang yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan. 
Partisipasi dalam evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan yang dirasakan 
masyarakat sudah selayaknya masyarakat diberi kesempatan untuk menilai 
hasil yang telah dicapai. Penilaian tersebut dapat melalui penyampaian 
pendapat di media massa, kotak saran yang tersedia, dan melalui jajak 
pendapat baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non 
pemerintah. Pendapat masyarakat tersebut dapat dijadikan pertimbangan 
bagi pemerintah untuk mengambil keputusan selanjutnya.42 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa dalam 
partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang terlibat berpartisipasi 
sesuai relevansinya, misalnya keahliaannya, kepentingannya, ataupun 
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tingkat kemampuannya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 
kemampuan, kepentingan dan perbedaan keahlian antara anggota 
masyarakat yang satu dan yang lainnya. 
Seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, dalam pengertian 
hanya terlibat dalam salah satu atau beberapa aktifitas saja dari proses 
kebijakan, atau berpartisipasi secara prosesial, dalam pengertian dapat 
terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas yang 
dimaksudkan. Hal ini dapat menjadikan partisipasi lebih efektif dan tepat 
sasaran.  
Wahyudi Kumorotomo menegaskan bahwa bentuk partisipasi 
masyarakat sangat beraneka ragam, bukan sekedar berkumpulnya 
masyarakat di suatu tempat untuk mendengarkan penjelasan program 
pemerintah. Secara umum corak partisipasi warga negara dapat diliihat 
dalam empat bentuk:43 
1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation). 
 Partisipasi dalam hal ini dapat dilihat pada pemilihan umum untuk 
memilih wakil-wakil rakyat. Aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan-
kegiatan dalam partai, kampanye, memberikan suara, atau menyumbang 
uang pribadi untuk kegiatan partai tertentu. Disamping itu partisipasi dapat 
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mengambil bentuk keikutsertaan warga negara dalam voting melalui koran, 
selebaran atau media masa lainnya. 
2. Partisipasi kelompok (group participation). 
Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 
menyuarakan aspirasi mereka. Kelompok masyarakat ini terbentuk 
berdasarkan persamaan kepentingan diantara para anggotanya. Kelompok 
ini dapat berfungsi sebagai saluran untuk mengkomunikasikan kepentingan 
warga negara dengan wakil-wakil di dewan dan pejabat-pejabat yang 
berkompeten. 
3. Kontak antara warga negara dan pemerintah (citizen government 
contacting). 
 Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan 
pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara 
pribadi. Kontak juga dapat berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai 
tingkat desa hingga melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokakarya 
dan koferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Pranata ini 
merupakan wadah dari setiap pendapat dan keluhan masyarakat atas 
kebijakan dan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui pranata 
ini pemerintah dapat memperoleh umpan balik dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang dikehendaki masyarakat. 





Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung warga 
negara di dalam penyelenggaraan pemerintah, misalnya, seorang tokoh 
masyarakat yang didudukan sebagai wakil rakyat. Cara yang lain adalah 
dengan mempercayakan masyarakat untuk menjadi pelaksana sebuah 
program, misalnya memberikan layanan pendidikan. 
2.2. Kewenangan 
Istilah wewenang menurut Hadjon (1997) digunakan dalam bentuk 
kata benda, istilah ini seringkali dipergunakan dan ditukarkan dengan istilah 
kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan 
istilah bevoegheid (dalam istilah Belanda). Dalam hukum tata negara 
”wewenang” (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi 
dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.44  
Kewenangan adalah otoritas (authority) yang dimiliki suatu lembaga 
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kewenangan 
merupakan wujud nyata dari kekuasaan. Kekuasaan mengandung makna 
kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, 
sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku 
yang mempunyai kekuasaan.45  
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Kewenangan atau wewenang (authority, gezag) adalah suatu istilah 
yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya 
terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan 
yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun 
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. 
Sedangkan wewenang (competence, bevoegheid) hanya mengenai suatu 
“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.46 Jadi kewenangan 
merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegheden). 
Kewenangan sangat erat kaitannya sama perbuatan pemerintah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah harus memiliki 
dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa 
adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha 
negara tidak dapatmelakukan perbuatan pemerintahan.  
Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap 
pejabat ataupun bagi setiap badan. Jadi setiap perbuatan pemerintah harus 
tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut merupakan 
penerapan dari prinsip asas legalitas yang dijadikan dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, 
setiap perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus 
memiliki legitimasi atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan 
                                                             
46
 SF. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Cetakan I. Liberty. 





perundang-undangan. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah 
wewenang.47 
Van Wijk mengatakan bahwa pemerintahan menurut undang-undang 
adalah pemerintahan yang mendapat kekuasaan karena diberikan oleh 
undang-undang atau undang-undang dasar.48 Pernyataan ini diperkuat oleh 
Indroharto, yang mengatakan bahwa:49 
Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan 
perundangundangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah itu tidak 
akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah 
keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. 
Menurut Huisman, organ pemerintahan tidak dapat memiliki sendiri 
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-
undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang 
pemerintahan tidak hanya pada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap 
para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan 
hukum privat (Ridwan HR: 2002).50 
Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan 
hukum publik atau secara yuridis wewenang wewenang adalah kemampuan 
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bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan 
hubungan-hubungan hukum.51 
Menurut pengertian umum, wewenang adalah:52  
a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu;  
b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggungjawab kepada orang lain. 
Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal 
dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik 
di dalam hubungan hukum publik (Ridwan HR: 2002).53 Lebih lanjut, Prajudi 
Atmosudirjo sependapat dengan Stout  yang memberikan definisi tentang 
wewenang sebagai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik.54 
Menurut Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, 
dapat dicptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga 
negara.55 Stroink dan Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti 
dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dimana kewenangan 
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yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban.56 Sedangkan P. Nicolai, 
kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, 
yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, 
dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.57  
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak 
dan kewajiban (rechten en plichten).58  
Dari sekian definisi mengenai kewenangan yang telah diuraikan, dapat 
disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan atau kekuasaan 
yang diperoleh oleh lembaga atau seseorang untuk melakukan suatu 
tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan 
sekaligus kewajiban, baik antara pemerintah dengan warga negara atau 
atasan dengan bawahan. Dapat dikatakan bahwa kewenangan dalam 
pemerintahan memiliki cakupan yang luas dan menjadi aspek penting dalam 
kekuasaan pemerintahan dan administrasi negara. Kewenangan 
mengandung unsur kekuasaan formal yang diemban oleh orang-orang 
tertentu atau pemangku jabatan untuk dilaksanakan atau diimplementasikan. 
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2.3. Pengertian Kecamatan  
Organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara terdiri 
dari organisasi pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah. 
Organisasi pemerintah pusat antara lain adalah unit organisasi 
departemen/kementrian dan lembaga-lembaga non departemen. Organisasi 
pemerintah daerah diantaranya berbentuk sekertariat daerah, dinas, 
kecamatan dan kelurahan/desa. 
Pasal 18 UUD 1945 berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas 
daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya 
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati 
dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak 
asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Kemudian dalam 
penjelasan pasal 18 disebutkan: “oleh karena Negara Indonesia itu suatu 
enheidstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam 
lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi pula 
dalam daerah yang lebih kecil”. 
Pasal tersebut di atas menjadi landasan terbentuknya pemerintahan 
daerah. Amanat pasal 18 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 
Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan 
undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua 





Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi 
luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat yang 
disampaikan H.A.W Widjaya sebagai berikut:59 
“Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah 
yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah 
antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan 
kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam 
proses pertumbuhan.” 
 
Untuk melaksanakan otonomi tersebut, pemerintah daerah dijalankan 
oleh kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah 
terdiri atas sekertaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. Perangkat daerah ini akan membantu kepala 
daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. 
Salah satu unit perangkat daerah adalah kecamatan. Kecamatan 
merupakan organisasi yang bersifat kewilayahan yang dibentuk di wilayah 
kabupaten/kota dengan peraturan daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 
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tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kecamatan 
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah 
kota. Sejalan dengan pengertian tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No  
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Pasal 14) menyebutkan pengertian 
kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana 
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 
Camat. 
Kehadiran Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 23 Tahun 
2014 membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 
termasuk organisasi kecamatan. Dalam undang-undang pemerintah daerah 
tersebut disebutkan bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat 
sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.  
Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yang berlaku sebelumnya 
menyebutkan kecamatan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam 
rangka dekosentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang 
menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan umum di daerah. Dengan 
demikian, kecamatan saat ini bukanlah lagi merupakan wilayah administratif 
pemerintahan di bawah pemerintahan pusat, melainkan wilayah kerja dari 
perangkat daerah. Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak 





Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota berupa organisasi 
kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Ditinjau dari tipe birokrasi, kecamatan 
merupakan birokrasi yang tugas dam fungsi utamanya menyelenggarakan 
pelayanan kepada masyarakat.Kecamatan merupakan salah satu ujung 
tombak pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.  
2.4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Camat  
Kepmendagri 158/2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan 
menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai 
karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya 
berdasarkan paraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan camat meliputi empat bidang kewenangan 
pemerintahan yaitu :  
1. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan;  
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;  
3. Bidang Kesehatan dan Pendidikan;  
4. Bidang Sosial dan Kesra;  
Di samping urusan pemerintahan yang dapat menjadi isi kewenangan 
dan menjadi tugas Camat, juga terdapat penyelenggaraan tugas umum 





Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Camat, perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  Menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa  Camat 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:  
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum;  
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;  
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum;  
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan;  
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;  
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya;  
8. Dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 
kelurahan.  
Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2008 ditambahkan 
rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/Walikota 





meliputi aspek :  
1. Perizinan;  
2. Rekomendasi;  
3. Koordinasi;  
4. Pembinaan;  
5. Pengawasan;  
6. Fasilitasi;  
7. Penetapan;  
8. Penyelenggaraan; dan  
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.  
PP 19/2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan 
wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun 
pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan 
delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur 
dengan Peraturan Bupati/Walikota.  
Kewenangan camat juga di atur dalam Perwali Makassar No.77 Tahun 
2006 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar 
kepada Camat dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Di dalamnya 






2.5. Kerangka Konseptual 
Analisis Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan kewenangan 
camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam penelitian ini akan diuraikan dengan menggunakan beberapa konsep 
teori. Konsep teori tersebut antara lain teori good governance, teori prinsip 
akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan good governance.  
 Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 
kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor swasta dan 
masyarakat.60 Tascherau dan Campos sebagaimana yang dikutip Toha 
menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu kondisi yang 
menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan 
peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen 
pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan 
(business) yang berada di sektor swasta.61 
 Pendapat di atas menunjukkan bahwa good governance merupakan 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan 
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sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat 
berdasarkan karakteristik tertentu. Berbagai versi maupun indikator yang 
digunakan dalam menguraikan karakteristik good governance. UNDP 
mengajukan karakteristik good governance yang terdiri dari participation, rule 
of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, 
effectiveness and efficiency, accountability serta strategic vision.62 World 
Bank memberikan 4 prinsip dari good governance, yaitu (1) accountability, (2) 
transparency, (3) predictability, dan (4) participation.63 Ganie-Rochman 
mengemukakan good governance memiliki empat prinsip utama yaitu, 
accountability, kerangka hukum, informasi dan transparansi.64 
 Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance, UU No 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen 
yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata 
pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Praktik kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan 
keputusan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan 
dilakukan secara transparan dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi 
masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari akuntabilitas 
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pemerintahan adalah adanya transparansi pemerintahan yang selanjutnya 
akan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan..  
 Miftah Thoha65 berpendapat bahwa untuk menyediakan akses 
partisipasi masyarakat, setidaknya ada dua hal yang harus dipunyai oleh 
sebuah pemerintahan. Pertama, negara harus  mempunyai mekanisme yang 
melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara memahami dan 
mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut 
oleh rakyat. Kedua, negara harus mampu mengetahui secara jelas 
preferensi-preferensi rakyat. Dengan demikian pejabat-pejabat pemerintah 
bisa meletakkan preferensi tersebut dalam kontek pembuatan kebijakan 
publik walaupun preferensi tersebut tidak selamanya dipakai. 
  Pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah melaui prinsip good 
governance ditunjang oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Penerapan 
prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan 
memerlukan  komitmen semua pihak utamanya pemerintah daerah. Thoha66 
menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa sangat tergantung kepada hal-hal berikut ini: 
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1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh 
kualitas sumber daya aparaturnya. 
2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan 
untuk mengaktualisasikan kinerjanya. 
3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh 
pemerintahan itu harus diberlakukan. 
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan 
(visionary), demokratis dan responsif. 
 Penerapan prinsip good governance juga dipengaruhi oleh faktor dari 
luar organisasi pemerintahan. Good governance mensyaratkan 
keseimbangan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga domain 
tersebut harus berjalan secara sinergis dan konstruktif. Penerapan prinsip 
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya 
tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan swasta.  
Uraian di atas merupakan kerangka konseptual yang menjadi 
landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih mudah 











UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 
Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan  
1. Pelaporan kinerja 
2. Peraturan, prosedur 
serta standar yang 
jelas 
3. Tindak lanjut 
pengaduan 
masyarakat 
1. Keterbukaan dan 
standarisasi 







2. Akses penyampaian 
pendapat, saran dan 
keluhan masyarakat 
3. Forum komunikasi 
untuk menampung  
partisipasi masyarakat 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Good Governance 
1. Akuntabilitas  Faktor pendukung: kondisi gedung & tempat kerja, fleksibilitas pegawai. Faktor 
penghambat: rendahnya kualitas SDM, ketidakjelasan diskresi 
2. Transparansi Faktor pendukung: papan informasi, aturan sistem yang jelas, program reformasi 
birokrasi. Faktor penghambat: SDM yang bermental korup, tumpang tindih peraturan, sistem 
monitoring yang lemah, lemahnya penegakan hukum, masyarakat apatis. 
3. Partisipasi  Faktor pendukung: kepemimpinan. Faktor penghambat: kurangnya sosialisasi & 






3.1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panakkukang  Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini 
didasarkan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Panakkukang 
merupakan kecamatan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan 
serta Kecamatan Panakkukang adalah salah satu dari dua kecamatan di 
Makassar yang mendapatkan penghargaan sertififikat pelayanan birokrasi 
SMM ISO 9001:2008 
3.2. Populasi dan Sampel 
3.2.1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai satu 
karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat 
pemerintah Kecamatan Panakkukang beserta masyarakatnya. 
3.2.2. Sampel 
1. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel informan yang 
dilakukan dengan memilih sengaja informan yang terlibat langsung atau 
memahami informasi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah dan 
tujuan penelitian. Sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini 
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adalah Aparat Kecamatan Panakkukang  yang dianggap memiliki 
kedudukan strategis dalam organisasi kecamatan.  
2. a. Masyarakat yang ditentukan dengan metode accidental random 
sampling. Masyarakat yang dijadikan informan merupakan 
masyarakat yang sedang menggunakan jasa layanan di Kantor 
Kecamatan Panakkukang. Adapun jumlah informan yakni sampai 
penulis merasa bahwa data itu cukup dan representatif. 
b. Berkaitan dengan hal tersebut, ditentukan pula informan dari 
masyarakat yang dipilih dengan pertimbangan mereka merupakan 
tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan 
Panakkukang dan dianggap dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dari informan yang berasal dari 
aparat pemerintah kecamatan akan diperkuat oleh data dari 
masyarakat. Adapun informan yang terpilih adalah Camat 
Panakkukang, Sekertaris Camat Panakkukang, Kepala Seksi 
Kecamatan, Staf kecamatan, serta tokoh masyarakat dan swasta. 
3.3. Teknik Pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini 
digunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan maksud 
dan tujuan penelitian. Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
dikumpulkan melalui: 
1. Observasi, pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang 
berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data 
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yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui 
relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada. 
2. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung 
antara peneliti dengan para informan dan responden. Wawancara 
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur. 
3. Studi literatur, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-
buku, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan referensi lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian. 
3.4. Definisi Operasional 
1. Aparat Pemerintah di Kecamatan Panakkukang adalah pegawai 
kecamatan yang bertugas di Kantor Kecamatan Panakkukang  yang 
dioperasionalkan sebagai berikut: 
a. Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
b. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai kontrak dan honorer. 
2. Kewenangan camat adalah hak dan kewajiban camat yang 
didelegasikan Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 
kecamatan. Menurut Perwali No. 77 Tahun 2006, kewenangan camat 
dioperasionalkan sebagai berikut:  
a. Informasi dan komunikasi 
b. Pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana 
c. Satuan polisi pamong praja 
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d. Kependudukan dan catatan sipil 
e. Kesatuan bangsa 
f. Pelayanan administrasi pemerintahan 
g. Pemerintahan umum 
h. Lingkungan hidup dan keindahan 
i. Perhubungan 
j. Pekerjaan umum 
k. Tata ruang dan bangunan 
l. Kelautan dan ketahanan pangan 
m. Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal 
n. Pendapatan daerah 
o. Pendidikan 
p. Kesehatan 
q. Kebudayaan dan pariwisata 
r. Sosial 
s. Tenaga kerja 
t. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana 
3. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah atas 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada instansi / pihak 
yang memberikan kewenangan (internal) serta kepada masyarakat 
(eksternal) yang dikenai dampak tindakan tersebut. Indikator-indikator 
akuntabilitas sebagai berikut: 
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a. Adanya mekanisme pelaporan atas kinerja kepada instansi/pihak 
yang berwenang. 
b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas 
peraturan hukum yang berlaku, memiliki prosedur serta standar yang 
jelas. 
c. Adanya mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. 
4. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses kepada 
pihak yang membutuhkan atas informasi yang layak mereka terima. 
Indikator-indikator transparansi sebagai berikut: 
a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-
proses penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan 
publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun 
proses-proses di dalam sektor publik. 
c. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
5. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam 
penyelenggaraan pemerintahan baik dalam pengambilan keputusan, 




a. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 
pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan 
keluhan penyelenggaraan pemerintahan. 
c. Adanya forum komunikasi untuk menampung partisipasi masyarakat 
yang representatif 
3.5. Tipe dan dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan 
kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang dalam rangka 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dasar penelitian yang 
digunakan adalah metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data dari sejumlah informan serta dokumen-dokumen dan studi literatur 
yang dianggap dapat memberikan bahan dan informasi yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
3.6. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 
1. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisoner 
yang penulis lakukan terhadap informan dan responden yang dianggap 
memiliki kapasitas dalam memberikan bahan dan informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini.  
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2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi serta bahan pustaka 
yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
3.7. Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
studi literatur dalam penelitian ini akan dianalisis secara 
kualitatif..Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 
data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam 





BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis 
selama melakukan penelitian di Kecamatan  beserta pembahasannya. Bab 
ini menguraikan tentang pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah Kecamatan 
Panakkukang  
4.1. Profil Daerah Penelitian 
4.1.1. Profil Kantor Kecamatan Panakkukang Kota Makassar  
Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu wilayah di Kota 
Makassar yang posisinya terletak di sebelah utara Kecamatan Tallo, 
disebelah timur Kecamatan Tamalanrea, disebelah selatan Kecamatan 
Rappocini disebelah barat Kecamatan Makassar. Luas wilayah Kecamatan 
Panakkukang 17,05 Km persegi, dibagi dalam 11 Kelurahan. Kecamatan 
Panakkukang merupakan daerah bukan pantai. Luas kecamatan yang dimiliki 
mempunyai jumlah RT sebanyak 470, RW sebanyak 91 dengan kategori 
kelurahan swasembada, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2012 







4.1.2. Struktur Organisasi 
Struktur Kelembagaan Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 sebagai berikut : 
1. Camat ; 
2. Sekertariat ; 
a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan  
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban  
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
5. Seksi Perekonomian Dan Pembangungan 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial 
7. Seksi Pengelolaan Kebersihan 
4.1.3. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural 
Uraian tugas jabatan struktural pada kantor Kecamatan Panakkukang 
berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009 sebagai 
berikut : 
1. Sekretariat  
a. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan.  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 





a) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan,  
b) Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan,  
c) Pelaksanaan urusan keuangan,  
d) Pelaksanaan perlengkapan,  
e) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga,  
f) Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan dan 
program kerja kecamatan.  
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
a. Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan 
kerumahtanggaan kecamatan.  
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 
peraturan ini, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan 
fungsi  
a) Menyusun rencana kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,  
b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan 
meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, 
mendistribusi surat sesuai bidang,  
c) Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan,  





e) Membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar,  
f) Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang – undangan di 
bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan,  
g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan  
h) Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri,  
i) Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar  
j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.  
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan   
a. Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi 
penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, 
pertanggung jawaban dan merumuskan rencana kebutuhan 
perlengkapan,  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 
ayat 1 peraturan ini, sub bagian keuangan dan perlengkapan 
mempunyai fungsi : 
a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya,  





c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana 
Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi 
perecanaan ke Bappeda,  
d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas,  
e) Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan,  
f) Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi 
perlengkapan,  
g) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi dari masing-masing satuan kerja,  
h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.  
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum  
a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 
tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan 
pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan 
kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi 
pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan 
administrasi kependudukan serta penyelenggaraan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan 





Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penegakan pelaksanaan 
peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan 
lainnya,  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 
Peraturan ini, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 
mempunyai fungsi :  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya,  
c) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar,  
d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas,  
e) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan 
kesatuan bangsa,  
f) Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunan 
hidup umat beragama,  
g) Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi 
pemerintah di kecamatan,  
h) Menyelenggarakan fasilitasi penataan kelurahan,  





j) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan,  
k) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan 
kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan, 
l) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan 
kesatuan bangsa,  
m) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan 
ketertiban serta kemasyarakatan,  
n) Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan 
kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 
(LINMAS) dalam wilayah kecamatan,  
o) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan 
pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan 
perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan,  
p) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok fungsinya,  
q) Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
r) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya,  
s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  





a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan 
rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat 
kecamatan,  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 
Peraturan ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya,  
c) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar,  
d)Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas,  
e) Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan,  
f) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kecamatan,  
g) Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulans bagi 
lembaga kemasyarakatan,  
h) Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya 





i) Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK),  
j) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya,  
k) Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya,  
m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan  
a. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan 
perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan 
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan 
pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan serta 
penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan 
pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan 
pencernaan dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan 





b. Untuk melaksanakan tugas segaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 
peraturan ini, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 
fungsi :  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya,  
c) Member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar,  
d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas,  
e) Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan,  
f) Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian 
kelurahan,  
g) Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan 
retribusi daerah di wilayah kecamatan,  
h) Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan 
perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan Usaha Kecil 





i) Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit 
dalam rangka menunjang keberhasilan program usaha perekonomian 
masyarakat,  
j) Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan,  
k) Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan 
pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan 
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan,  
l) Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumberdaya 
alam yang membahayakan lingkungan,  
m) Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya 
masyarakat, 
n) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya,  
o) Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
p) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya,  
q) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  





a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi 
kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana 
alam, penanggulangan maslaha social, penyelenggaraan koordinasi 
keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, 
kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan 
wanita.  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 
peraturan ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :  
a) Menyusun rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya,  
c) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar,  
d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas,  
e) Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,  
f)Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi 
sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  
g) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di 





h) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial,  
i) Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan 
masyarakat,  
j) Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan,  
k) Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, 
keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita,  
l) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya,  
m) Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya,  
n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya,  
o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  
8. Seksi Pengelolaan Kebersihan  
a.Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di 
wilayah kecamatan,  
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 
peraturan ini, Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi:  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok 





b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya,  
c) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar,  
d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas, 
e) Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di 
wilayah kecamatan, 
f) Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di 
kelurahan, 
g) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan, 
h) Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat 
dalam pengelolaan kebersihan, 
i) Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal 
pengelolaan kebersihan, 
j) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya, 
k) Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya, 
l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan 





m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
4.1.4. Visi dan Misi Kecamatan Panakkukang  
Rencana strategik yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, 
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan 
mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil 
keputusan untuk pembangunan dan perkembangan Kota Makassar. Serta 
membuat langkah-langkah dan prosedur untuk mencapainya, serta 
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Perencanaan strategik 
bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Rencana strategik SKPD Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 
disusun sebagai tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan 
pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan 
SKPD. 
Renstra yang disusun juga ditujukan agar lebih terarah dan terjamin 
tercapainya sasaran strategik pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. 
SKPD Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Renstra dipandang sebagai: 
a) Alat kendali bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan.  
b) Alat untuk memacu dan mendorong aparat serta masyarakat dalam proses 





4.1.5. Pernyataan Visi dan Misi  
Visi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Tahun 2009-2014 
adalah sebagai berikut : 
“ Mengedepankan Kepentingan Publik yang Profesional Menuju 
Kota Dunia”.  
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun 
kedepan (2009 – 2014) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang 
dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang 
optimal dan proporsional, maka misi Kecamatan Panakkukang adalah : 
1. Mendorong penguatan dan partisipasi masyarakat pada semua aspek 
pembangunan.  
2. Mendukung pemerintah kota untuk mewujudkan ruang kota yang ramah 
lingkungan.  
3. Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan 
masyarakat.  
4. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peran serta 
masyarakat dalam pembangunan. 
5. Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pengembangan 
perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan.  
6. Meingkatkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan 





4.1.6. Strategi Kecamatan Panakkukang  
Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. 
Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan 
kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.  
Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi terutama dalam menjabarkan 
pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan, 
maka Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah menetapkan strategi 
untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut : 
1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara 
horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu.  
2. Integrasi, adalah proses penyusunan tujuan berbagai unsur untuk 
mencapai kepentingan bersama.  
3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu proses penyelarasan dari 
berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.  
4. Motivasi, adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara 
terus-menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.  
5. Eligible, mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu 








4.1.7. Kebijakan Kecamatan Panakkukang  
Arah kebijakan pengembangan Kecamatan di Kota Makassar telah 
diatur dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Makassar dengan berfokus pada lima kebijakan 
pembangunan yaitu : 
1. Kebijakan peningkatan kualitas manusia.  
2. Kebiajkan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan.  
3. Kebijakan penguatan struktur ekonomi.  
4. Kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
bebas korupsi.  
5. Kebijakan penegakan hukum dan hak asasi manusia.  
Kelima kebijakan tersebut yang mendorong pembangunan Kecamatan 
yang nantinya akan di implementasikan ke dalam beberapa program indikatif.  
4.1.8. Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Panakkukang  
SKPD Kecamatan Panakkukang Kota Makassar menetapkan tujuan 
strategic berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-
sasaran strategi SKPD Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang 
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi organisasi 
dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.  







No Tujuan Sasaran 
1 Terwujudnya partisipasi masyarakat 
dalam setiap aktivitas pembangunan 
Penguatan LPM dan lembaga 
kemasyarakatan dan partisipasi 
masyarakat 





3 Terwujudnya peningkatan sumber 
daya aparat dan masyarakat 
Meliputi pendidikan formal, 
pendidikan informal, kursus-
kursus, sosialisasi dan kerja 
paket pendidikan. 
4 Terwujudnya peningkatan ekonomi 
masyarkat melalui penciptaan 
koordinasi kecamatan dan kelurahan 
Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat 
5 Terwujudnya ketentraman dan 
ketertiban umum masyarakat. 
Pemantapan koordinasi 
mengenai ketentraman dan 




4.2. Good Governance dalam Pelaksanaan Kewenangan di Kecamatan 
Panakkukang 
4.2.1. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Kewenangan di Kecamatan 
Panakkukang 
Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang 
memiliki ciri legal rasional ala Weber. Sebagai organisasi legal rasional, 





normatif dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai 
peraturan resmi. 
Akuntabilitas publik dapat dilihat pada kewenangan pengelolaan 
kebersihan dan kewenangan operasional pemadam kebakaran. Pada 
penyelenggaraaan kewenangan pengelolaan kebersihan yaitu pengangkatan 
sampah dari sumber (rumah tangga) ke TPS, Kecamatan Panakkukang 
berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam 
perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai 
dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintahan 
Daerah. Pelaksanaan akuntabilitas dalam kewenangan ini meliputi antara lain 
penyediaan alat angkut sampah dan bak sampah di beberapa tempat, 
pemungutan biaya setiap rumah tangga yang memakai jasa pelayanan yang 
tentu saja bekerja sama dengan kelurahan, RW dan RT. Pada 
penyelenggaraaan kewenangan operasional pemadam kebakaran yaitu 
pengawasan terhadap kepemilikan alat pemadam kebakaran bagi 
perusahaan/kegiatan usaha dan kantor, Kecamatan Panakkukang 
berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan kewenangan dapat di lihat juga pada kegiatan Seminar 
Kecamatan Penyuluhan Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran. 
Salah satu bentuk pelaksanaan uraian tugas organsasi kecamatan 





menuturkan bahwa rencana kerja aparat pemerintah kecamatan tersebut 
merupakan penjabaran dari kewenangan aparat Kecamatan. Rencana kerja 
tersebut merupakan program-program kerja yang akan dilaksanakan selama 
satu tahun.67 
Rencana kerja satu tahun Kecamatan  disusun dalam rangka 
pelaksanaan Musrenbang Kota Makassar. Setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kota Makassar wajib membuat rencana kerja tahunan. 
Rencana kerja tahunan tersebut merupakan bahan untuk kegiatan 
Musrenbang kota dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah 
daerah (RKPD) dalam bentuk daftar usulan program dan kegiatan.
68
 
Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Musrenbang 
dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota 
sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 
Pembuatan rencana kerja dalam satu tahun bertujuan agar setiap organisasi 
pemerintahan memiliki kegiatan yang jelas dan terencana dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.  
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Rencana kerja satu tahun menampilkan kebutuhan dana setiap 
kegiatan. Dengan rencana tersebut, pengalokasian anggaran telah memiliki 
pos yang jelas. Hal ini membuat pengalokasian anggaran lebih terkontrol dan 
jelas arah dan tujuannya. 
Penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan  dilakukan oleh aparat 
pemerintah Kecamatan. Sekretaris Camat  menjelaskan bahwa rencana kerja 
dibuat oleh aparat kecamatan kemudian diusulkan kepada Bappeda dan 
dibahas dalam Musrenbang tingkat kota.69Kepala seksi pembangunan 
masyarakat menjelaskan lebih lanjut bahwa: 
“Rencana kerja satu tahun kecamatan dibuat oleh masing-masing 
seksi termasuk sekretaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Selanjutnya, dibahas bersama kemudian hasilnya disusun oleh 
sekretaris camat sebelum ditandatangani oleh camat untuk dibawa ke 
Bappeda. Setelah dibahas dalam Musrenbang tingkat kota, rencana 
kerja tersebut resmi menjadi program kerja kecamatan yang akan 
dilaksanakan pada tahun berikutnya.”70 
 
Menurut Sekretaris Camat, dalam menyusun rencana kerja tahunan 
tersebut, aparat pemerintah kecamatan telah mengetahui besaran dana yang 
dianggarkan kepada kecamatan.71 Adapun kegiatan yang ditetapkan sebagai 
rencana kerja tahun 2014 Kecamatan  adalah sebagai berikut: 
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber  daya air dan listrik. 
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2. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 
3. Penyediaan alat tulis kantor. 
4. Penyediaan barang cetakan. 
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 
6. Penyediaan makanan dan minuman. 
7. Penyediaan jasa administrasi perkantoran. 
8. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. 
9. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 
10. Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kecamatan. 
11. Operasional K4 (kebersihan, ketertiban dan keindahan kota). 
12. Family day antar karyawan kecamatan dan kelurahan. 
13. Operasi penertiban KTP. 
14. Operasi peneritiban minuman keras, kupon putih dan vcd porno. 
15. Operasi penertiban PKL. 
16. Pelaksanaan patroli sabtu minggu malam (Ops. Kamtib THM/PKL/hari 
keagamaan). 
17. Pelaksanaan lomba senam tingkat SMP se Kecamatan . 
18. Lomba bayi balita sehat. 
19. Lomba posyandu berprestasi. 
20. Kerja bakti massal (KBM). 





22. Lomba administrasi PKK, Rt dan Dasawisma berprestasi. 
23. Lomba administrasi Rt. 
24. Penyusunan buku monografi kecamatan. 
25. Penyusunan buku kecamatan dalam angka. 
26. Penyusunan buku profil kecamatan. 
27. Penyusunan buku anggaran kecamatan. 
28. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Panakkukang. 
29. Operasional sistem informasi kependudukan. 
30. Kebersihan, penghijauan dan kesehatan lingkungan di Kecamatan . 
Rencana kegiatan di atas merupakan penjabaran dari program kerja 
aparat Pemerintah Kecamatan, yakni meningkatkan pelayananan kepada 
masyarakat, penigkatan sarana dan prasarana kantor, pengembangan 
informasi wilayah, rapat koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial, 
pembinaan dan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, 
pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan sumber 
daya aparatur kecamatan. 
Program dan kegiatan rencana kerja Kecamatan disusun dalam format 
yang berisi sasaran yang diharapkan dan kegiatan yang dilakukan. Kolom 
sasaran berisi uraian sasaran yang diharapkan, indikator kinerja, satuan dan 
target. Kolom kegiatan terdiri dari uraian kegiatan, indikator kinerja, satuan 





menggambarkan sumber daya yang digunakan untuk melakukan kegiatan 
tersebut. Input terdiri dari sumberdaya manusia yang digunakan dan 
seberapa besar dana yang diperlukan. Output menggambarkan bentuk 
konkret dari hasil kerja tersebut. Outcomes menggambarkan manfaat dari 
adanya output tersebut. 
Format rencana kerja di atas membuat setiap program dan kegiatan 
Kecamatan  lebih jelas dan dapat diukur. Indikator kinerja dari sasaran dan 
indikator kinerja berupa output dan outcomes dapat dijadikan standar dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja yang terdiri dari input, 
output dan outcomes membuat setiap program dan kegiatan dapat diukur. 
Adanya indikator kinerja dan target dari kegiatan tersebut, maka 
memudahkan untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dari 
pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Kegiatan yang jelas, terencana dan memiliki indikator pencapaian 
serta pendekatan anggaran kinerja membuat pelaksanaan kewenangan 
aparat Pemerintah Kecamatan  memiliki standar kegiatan yang jelas dan 
dapat diukur. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kewenangan 
aparat Kecamatan  dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi 





Gambar 1 Format Rencana Kerja (RKT) Tahun 2014 
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Sekretaris Kecamatan  menyatakan bahwa LAKIP kecamatan 
merupakan bahan laporan kepada Walikota Makassar berkaitan dengan 
kinerja aparat pemerintah Kecamatan  dalam pelaksanaan kewenangannya. 
LAKIP juga merupakan bentuk laporan atas penggunaan anggaran dalam 
setiap satuan kerja perangkat daerah Kota Makassar. LAKIP kecamatan 
dilaporkan melalui sekretaris daerah.72 
Kewenangan aparat Kecamatan  yang dilaporkan dalam LAKIP adalah 
yang tertuang dalam rencana kerja satu tahun kecamatan. Laporan ini 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap instansi pemerintah. 
Pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP, merupakan bentuk 
pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan Kecamatan  melalui 
LAKIP merupakan tipe sistem akuntabilitas birokratik. Tugas dan fungsi 
aparat pemerintah kecamatan ditentukan secara vertikal dari pihak yang 
berada di tingkat atas melalui peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan dikelola 
melalui suatu tatanan hirarkis yang berlandaskan pada keterkaitan hubungan 
supervisial.
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Pembuatan LAKIP merupakan kewajiban bagi setiap organisasi 
pemerintah baik pusat maupun daerah. LAKIP Kecamatan merupakan 
laporan atas kinerja satu tahun berkaitan dengan penggunaan anggaran 
belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan 
kepada Walikota sebagai puncak hirarkis birokrasi Pemerintah Daerah Kota 
Makassar.  
LAKIP Kecamatan  dalam tulisan ini adalah LAKIP Kecamatan tahun 
2014. LAKIP kecamatan tersebut menjelaskan sumber daya manusia dan 
sarana prasarana yang dimiliki kecamatan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, 
cara pencapaian tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahun yang dilaporkan, 
dan akuntabilitas kinerja.  
Dalam LAKIP Kecamatan tahun 2014 dilaporkan pencapaian sejauh 
mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini terangkum 
dalam bentuk format pengukuran pencapaian sasaran (Gambar 2). Dalam 
format tersebut digambarkan bagaimana realisasi dari rencana kinerja yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Format LAKIP menggambarkan secara 

































































Sumber: Lakip Kecamatan Panakkukang Tahun 2014 





 Uraian Indikator kinerja satuan Target reallisasi   








































































Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah 
direncanakan sebelumnya, dalam LAKIP Kecamatan  dapat dilihat pada 
format pengukuran kinerja kegiatan (Gambar 3). Format ini menggambarkan 
sejauh mana indikator kinerja dari setiap kegiatan direalisasikan. Indikator 
kinerja yang terdiri dari input, output dan outcome dinilai pencapaian 
realisasinya secara kuantitatif.  
Berdasarkan LAKIP Kecamatan tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
Kecamatan yang terjabarkan dalam program kegiatan bersifat 
pertanggungjawaban kuantitatif. LAKIP kecamatan ini memperlihatkan 
pertanggungjawaban kinerja kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah 
kecamatan dalam rangka melaksanakan kewenangannya. 
LAKIP kecamatan memberikan gambaran tentang seberapa besar 
sumber daya manusia yang digunakan, berapa satuan hasil yang 
diharapakan yang diukur dalam satuan bulan, hari, orang, ekslempar, unit 
tergantung dari jenis output yang diharapkan, manfaat dari output (outcomes) 
dan indikator pencapaian sasaran dihitung dalam satuan angka. Pencapaian 
target dari rencana kinerja baik berupa kegiatan maupun sasaran diukur 
dalam bentuk persentase. 
Penulis berpendapat dalam hal laporan mengenai input (sdm,dana) 





dalam LAKIP kecamatan 2014 dapat dihitung dengan satuan angka-angka 
atau secara kuantitatif. Jumlah sumber daya dan dana yang digunakan, 
satuan output berupa jumlah orang, bulan, ekslempar, unit dan lain-lain dapat 
diketahui dan diukur dengan data kuantitatif. Dengan melihat jumlah yang 
diberikan telah dapat menggambarkan bagaimana kegiatan tersebut 
berlangsung, penggunaan dana dan kinerja atas pencapaian target yang 
telah ditetapkan. 
Pembuktian laporan input dan output dapat dilakukan berdasarkan 
data kuantitatif. Dalam pembuktian laporan berupa input dan output cukup 
menyesuaikannya angka yang terdapat dalam laporan dengan jumlah 
kenyataan yang ada. Input berupa sumber daya manusia yang digunakan 
dapat ditelusuri dari surat keputusan yang dibuat. Penggunaan dana 
dapatdilihat dari surat keputusan yang dibuat dan kuitansi transaksi 
pelayanan. Jumlah output dapat disesuaikan dengan bentuk fisik yang 
tersedia maupun laporan pelaksanaan kegiatan jika output berupa kegiatan. 
Bentuk di atas tidak tidak berlaku pada laporan yang berkaitan dengan 
pengukuran pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan berupa 
outcome. Kedua hal tersebut diperlukan penjelasan lebih lanjut berupa data 
faktual berkaitan realisasinya. Salah satu contoh adalah kegiatan penyediaan 
jasa kebersihan kantor yang memiliki sasaran terlaksananya kebersihan dan 





halaman kantor menjadi bersih. Keberhasilan dari pencapaian kegiatan akan 
terlihat jika ditambahkan data-data yang mendukung, seperti dokumentasi 
foto kegiatan, pendapat masyarakat mengenai kebersihan kantor kecamatan 
serta data-data yang mendukung lainnya. 
Pelaksanaan akuntabilitas berupa LAKIP Kecamatan  oleh para tokoh 
masyarakat dinilai telah cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat 
pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan kewenangannya. Setiap tahun, 
secara periodik, kecamatan diawasi oleh Bawasda, dan selama tahun 2014 
pengawasan itu tidak menemukan pelanggaran. Begitu juga dengan tidak 















satuan Target Reallisasi   






































































Akuntabilitas vertikal aparat pemerintah kecamatan untuk saat ini 
sudah cukup. Sebagai perangkat daerah, kinerja aparat kecamatan 
bersama perangkat daerah lainnya secara umum akan 
dipertangggungjawabkan oleh walikota dihadapan DPRD. 
Pertanggungjawaban tersebut paling tidak dilakukan 6 bulan sekali 
terhadap realisasi APBD 
Sejalan dengan hal tersebut di atas, tokoh masyarakat yang lain 
menilai bahwa pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah Kecamatan  
berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Sebagai tokoh yang memimpin salah 
satu organisasi mitra pemerintah di kecamatan, beliau menambahkan 
bahwa masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kewenangan aparat pemerintah kecamatan. Evaluasi tersebut berupa 
aspirasi, masukan dan saran yang salah satu wadah penyampaiannya 
adalah organisasi yang beliau pimpin. Aspirasi, masukan dan saran 
terebut selama ini mencerminkan citra yang baik terhadap kinerja aparat 
pemerintah kecamatan terutama di bidang pelayanan.73 
Dari berbagai pendapat tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan akuntabilitas aparat Pemerintah Kecamatan melalui 
LAKIP sudah baik. LAKIP ini dapat memperlihatkan pertanggungjawaban 
aparat pemerintah kecamatan tentang kinerjanya selama satu tahun 
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dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
kecamatan.  
Melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang ditetapkan 
sebelum tahun berjalan dan pelaporannya dalam LAKIP yang dilakukan 
setelah tahun berjalan, penggunaan anggaran menjadi terkontrol dan 
dapat dievaluasi. Laporan ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan 
kenyataan yang terjadi di lapangan jika terdapat hal yang tidak semestinya 
dan mencurigakan. 
Namun, keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh 
masyarakat menjadi hal yang diperlukan. Kecamatan tentunya 
mendapatkan dana dari APBD Kota khusunya untuk membiayai 
operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. Masyarakat berhak 
mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan 
karena APBD merupakan uang rakyat. 
Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya 
penggunaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah seperti 
kecamatan dapat menstimulus pengawasan oleh masyarakat. LAKIP 
Kecamatan hendaknya juga disediakan melaui media yang mudah 
diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses informasi menjadikan 
keseimbangan informasi yang pada akhirnya akan melahirkan penilaian 
dan pengawasan masyarakat.  
Penilaian masyarakat dapat dijadikan bahan perbaikan untuk 





publik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan 
memudahkan pengawasan internal dan pengawasan lain yang bersifat 
eksternal (DPRD dan KPK). Jika hal ini telah berjalan, LAKIP tidak hanya 
sebagai laporan yang bersifat internal vertikal belaka, namun juga akan 
menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga laporan ini 
akan berfungsi juga sebagai laporan akuntabilitas publik instansi 
pemerintah. 
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah kota 
akan lebih efektif jika masyarakat ikut mengawasinya. Ketidakseimbangan 
informasi khususnya anggaran yang digunakan oleh kecamatan 
menyebabkan masyarakat kurang mengontrol satuan perangkat daerah 
seperti kecamatan. Kontrol masyarakat terhadap kecamatan masih 
tergolong rendah dan hanya berkisar pada pelayanan yang diberikan. 
Kontrol masyarakat pada pelayanan aparat Kecamatan  terkait 
dengan keterbukaan, kejelasan dan kepastian dalam pemberian 
pelayanan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan 
tersebut memberikan dasar dan standar prosedur, biaya dan waktu dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.  
Kepala Seksi Pemerintahan  mengungkapkan, “jika masyarakat 
memiliki pertanyaan maupun keluhan terhadap aparat kecamatan dapat 
disampaikan melalui kotak saran yang disediakan, langsung kepada kami 
atau melalui media cetak.”74Sekretaris Camat  menambahkan, 
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“masyarakat dapat menyampaikan masukan berupa saran dan kritik 
melalui pejabat pemerintah kota. Pejabat yang bersangkutan akan 
menyampaikan keluhan masyarakat kepada kami baik secara langsung 
maupun melalui Bawasda.”75 
Sarana penyampaian keluhan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban terhadap publik untuk mengetahui keinginan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Keluhan masyarakat 
merupakan salah satu bentuk masukan bagi aparat pemerintah 
kecamatan. Perbaikan-perbaikan dilakukan untuk meminimalkan keluhan 
masyarakat agar terwujud kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
yang diberikan.  
Pelayanan yang ramah dengan moto melayani bukan dilayani 
menjadikan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang 
diberikan.Seorang responden yang bekerja di sebuah perusahan swasta 
mengatakan bahwa, “untuk ukuran instansi pemerintah, pelayanan (surat-
surat kependudukan) yang diberikan sudah baik.”76Minimnya keluhan 
masyarakat menunjukkan baiknya kinerja petugas loket pelayanan. 
Penyampaian langsung kepada petugas merupakan sarana yang 
paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan 
keluhannya. Sekretaris Camat menyatakan bahwa dalam menanggapi 
keluhan masyarakat, tanggapan yang diberikan tergantung dari jenis 
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keluhannya. Beliau menuturkan, “setiap aparat kecamatan siap 
menanggapi keluhan masyarkat. Aparat yang menerima keluhan akan 
memberikan penjelasan langsung, jika bukan kewenangannya, maka akan 
ditangani oleh kepala seksi yang bersangkutan. Jika masalahnya diluar 
kewenangan kepala seksi maka akan dilaporkan kepada Camat.”77 
 Hal senada juga disampaikan oleh kepala seksi pembangunan 
masyarakat. Beliau menuturkan, “jika ada masalah keluhan masyarakat, 
maka akan ditangani secara berjenjang. Dari penerima keluhan, jika tidak 
bisa diatasi, diserahkan kepada kepala seksi yang memiliki kewenangan, 
jika tidak bisa akan dilaporkan ke sekretaris camat, begitu seterusnya 
hingga ke camat.”78 
Alur prosedur merupakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar. 
Aparat kecamatan tidak memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan 
tersebut. Sekretaris Camat  menyatakan, “kami mencoba sebaik mungkin 
menanggapi keluhan masyarakat agar pelayanan yang kami berikan 
dapat memuaskan. Keluhan yang bersifat kenyamanan pelayanan dapat 
kami tanggapi dengan segera, tetapi jika berkaitan dengan kebijakan, 
kami tidak memiliki kewenagan”.79 
Keterbatasan penanganan jenis keluhan masyarakat oleh pihak 
kecamatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. 
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Kecamatan merupakan tipe birokrasi yang tugas pokok dan fungsinya 
menyelenggarakan pelayanan. Kecamatan bukan tipe birokrasi yang 
tugas pokok dan fungsinya membuat kebijakan dan regulasi.  
Keterbatasan dalam menangani keluhan juga memperlihatkan salah 
satu ciri birokrasi ala Weber, yakni adanya struktur vertikal. Struktur 
tersebut menggambarkan kewenangan dan fungsi masing-masing. Posisi 
dalam struktur menentukan kekuasaan. Semakin tinggi posisi semakin 
kuat dan besar pula kewenangan, sebaliknya semakin rendah posisi 
semakin lemah dan kecil kewenangannya. Struktur tingkat bawah seperti 
kecamatan harus mengikuti prosedur dan tata kerja sesuai dengan apa 
yang dikehendaki oleh hirarki birokrasi puncak.  
Keluhan yang ada meskipun jumlahnya kecil merupakan tantangan 
tersendiri bagi aparat Kecamatan  dan Kota Makassar pada umumnya 
untuk mencarikan alternatif terbaik pemecahan masalah di atas, sehingga 
salah satu tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dapat terealisasi. 
Kepuasan masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap petugas 
pelayanan yang siap menanyakan kebutuhan masyarakat, memberikan 
informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat seputar pelayanan di 
kantor kecamatan. Sistem pemberian pelayanan menggunakan nomor 
antri dan penyediaan  beberapa loket pelayanan menambah kenyamanan 





Akuntabilitas pemerintahan sangat terkait dengan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabiltas birokratik Kecamatan  
dalam bentuk LAKIP menyediakan informasi tentang jenis kegiatan, tujuan 
dan sasaran serta anggaran yang digunakan. Masyarakat dapat 
melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan kewenangan 
aparat Pemerintah Kecamatan berdasarkan informasi yang tepat dan 
akurat mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. 
4.2.2. Transparansi dalam Pelaksanaan Kewenangan di Kecamatan 
Panakkukang 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transpransi 
penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap 
orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah 
memperolehnya.  
Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan 
tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada 
masyarakat umum. Sekretaris Kecamatan  menyatakan, “Adik dapat 
melihat peraturan-peraturan berkaitan dengan kewenangan kecamatan di 
situs resmi pemerintah kota.”80Beliau kemudian melanjutkan:  
“di kantor ini, kami menyediakan informasi melalui papan 
pengumuman mengenai prosedur pemberian pelayanan administrasi 
kependudukan dan surat keterangan lainnnya. Pegawai-pegawai 
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yang bertugas di loket pelayanan juga siap memberikan informasi 
yang dibutuhkan masyarakat.”81 
 
Informasi peraturan perundang-undangan yang disediakan secara 
luas terlihat pada beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang 
kewenangan aparat pemerintah kecamatan.Kecamatan merupakan salah 
satu organisasi pemerintah yang memiliki ciri legal rasional ala Weber. 
Sebagai organisasi yang bersifat legal rasional, penyelenggaraan 
kewenangan kecamatan berdasarkan atas berbagai peraturan resmi. 
Peraturan daerah merupakan landasan dalam melaksanakan 
kewenangan bagi aparat pemerintah kecamatan.  
Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan secara terbuka akan memudahkan masyarakat dalam 
mengontrol pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah kecamatan. 
Masyarakat akan menilai bagaimana implementasi penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut. Penilaian itu juga berlaku 
terhadap kesamaan informasi-informasi yang diberikan selanjutnya oleh 
aparat pemerintah kecamatan. 
Informasi yang diberikan berkaitan dengan pemberian pelayanan 
kependudukan di Kecamatan  adalah prosedur pengurusan dan biaya 
pengurusan. Informasi tersebut bersumber dari peraturan daerah yakni, 
Perda kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan,  
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Informasi prosedur mencakup pengurusan surat-surat keterangan 
dan surat-surat kependudukan. Masyarakat pengguna pelayanan di 
Kecamatan Panakkukang dapat dengan mudah mengetahui persyaratan 
berkas dan alur prosedur dalam menerima pelayanan pengurusan surat-
surat tersebut. 
Informasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan mengenai prosedur, 
alur, persyaratan, biaya dan waktu dalam pemberian pelayanan surat-
surat kependudukan dan surat keterangan merupakan bentuk 
transparansi dalam pelayanan publik. Dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan publik yang transparan, persyaratan, biaya, waktu dan 
prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah 
diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan. 
 Informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan  yang 
disebutkan di atas, disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-sarana 
tersebut diantaranya media internet, media cetak, papan pengumuman, 
dan aparat kecamatan serta perwakilan masyarakat (RT). Pilihan 
beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan 
tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan 
informasi. Melalui sarana yang tersedia dan dapat diakses masyarakat ini, 
transparansi penyelenggaraan pemerintahan terwujudkan.  
Penggunaan media internet digunakan oleh Pemerintah Kota 





Makassar. Penyampaian melalui media internet tersebut melalui situs 
resmi Pemerintah Kota Makassar yakni www.makassarkota.go.id. 
 Peraturan daerah yang dapat diakses melalui situs resmi 
Pemerintah Kota Makassar belum diikuti oleh peraturan pelaksananya 
seperti keputusan walikota. Keputusan walikota merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan daerah kota. Hal-hal yang bersifat teknis 
dijelaskan dalam keputusan walikota. Untuk itu, diperlukan pula 
kemudahan dalam mengakses keputusan yang lebih rinci berupa petunjuk 
teknis atau petunjuk pelaksana. 
 Situs resmi Pemerintah Kota Makassar belum banyak digunakan 
oleh masyarakat sebagai sumber informasi penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan. Dalam situs tersebut, menu pelayanan tidak 
menyediakan isi khusus bagi kecamatan. Informasi yang berkaitan 
dengan pelayanan kecamatan hanya merupakan berita harian yang 
sifatnya sewaktu-waktu. 
 Media cetak lokal pada umumnya memberikan informasi mengenai 
kegiatan kecamatan dan prestasi kecamatan di Kota Makassar. Namun, 
informasi yang diberikan ini sifatnya tidak tetap, bersifat insidentil. 
Informasi ini terangkum dalam halaman khusus Kota Makassar yang berisi 
berita seputar Kota Makassar secara umum. 
Informasi lain yang diberitakan oleh media cetak lokal adalah 
tentang suara masyarakat terhadap Pemerintah Kota Makassar secara 





bersifat reguler berupa kolom suara masyarakat (sms dan surat 
pembaca). Rubrik ini disediakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk 
menyuarakan saran, kritik ataupun keluhan kepada Pemerintah Kota 
Makassar yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS). Berdasarkan 
informasi yang diberikan oleh Sekretaris Camat  dan Kepala Seksi 
Pemerintahan bahwa pernah terjadi keluhan masyarakat melalui salah 
satu media lokal. Keluhan tersebut langsung ditanggapi melalui media 
tersebut pula.82 
 Sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kecamatan 
yang khusus dilakukan di Kecamatan  adalah melalui papan 
pengumuman, informasi langsung oleh aparat, dan perwakilan 
masyarakat (RT). Informasi yang diberikan adalah mengenai prosedur, 
waktu dan biaya dalam pemberian pelayanan surat-surat kependudukan 
dan pengurusan surat-surat keterangan di Kecamatan . 
Kecamatan  memiliki dua pengumuman yang berisikan informasi 
mengenai pelayanan yang diberikan di kecamatan. Informasi yang 
diberikan melalui papan pengumuman adalah berkaitan dengan prosedur 
dan biaya pengurusan kependudukan dan surat keterangan lainnya. Pada 
bagian informasi pelayanan yang terdapat di depan pintu kantor 
Kecamatan, tersedia papan informasi mengenai prosedur dan 
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kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan pelayanan 
yang diberikan di kecamatan.  
Papan informasi ini kurang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Hal ini dikarenakan letaknya yang tidak strategis berada disamping 
petugas informasi sehingga tidak terlihat secara langsung. Perhatian 
pengguna layanan langsung tertuju kepada petugas informasi dan 
bertanya langsung kepada petugas tersebut. Tulisan dalam pengumuman 
yang kurang mencolok dan relatif kecil juga menambah tidak efektifnya 
pengumuman ini.  
Tidak efektifnya papan pengumuman tersebut juga berkaitan 
dengan fungsi kecamatan sebagai penyelesai akhir dan/atau salah satu 
jalur pengurusan prosedur tersebut. Informasi biasanya sudah didapatkan 
dari RT atau instansi terkait. Petugas informasi juga akan menanyakan 
kelengkapan berkas dan menginformasikan instansi-instansi yang terkait 
dengan pemberian pelayanan.  
Peran ketua RT dalam memberikan informasi berkaitan dengan 
pelayanan masyarakat berhubungan dengan posisinya sebagai salah satu 
bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat. Rukun tetangga atau 
disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 
masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas 
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah 
kota. Kepala seksi pemerintahan menjelaskan,“struktur perangkat daerah 





representasi masyarakat yang membantu kami dalam pemberian 
pelayanan.”83 
Berkaitan dengan kewenangan RT tersebut, masyarakat 
menjadikan ketua RT sebagai tempat pertama bertanya berkaitan dengan 
pengurusan pelayanan di kecamatan. Masyarakat sangat mengandalkan 
informasi dari RT ini, sehingga jika terjadi kekurangan berkas atau jalur 
yang belum mereka lalui, mereka memberikan alasan, “kata pak RT 
disuruh langsung ke sini” atau ketika ditanya oleh petugas informasi 
pelayanan, “mana surat keterangan RT-nya?”, mereka dengan spontan 
memberikan jawaban tambahan, “ini-ini (berkas-berkas yang diperlukan) 
yang di suruh pak RT”.84 
Sarana penyalur informasi berkaitan dengan pelaksanaan 
kewenangan aparat pemerintah Kecamatan  khusunya pelayanan surat-
surat keterangan dan surat kependudukan yang menjadi sumber utama 
bagi masyarakat adalah pegawai kecamatan. Pegawai kecamatan 
khususnya yang bertugas di loket pelayanan memberikan informasi 
berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
pengguna. Informasi yang diberikan tersebut antara lain prosedur jalur 
yang harus dilalui, kelengkapan berkas, waktu dan biaya.  
Dengan moto kami melayani bukan dilayani, pegawai kecamatan 
dengan setia menanyakan keperluan masyarakat, menanyakan berkas-
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berkas yang diperlukan, mengarahkannya ke bagian selanjutnya dan 
memberikan informasi-informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
pengurusan tersebut.  
Petugas loket pelayanan dalam melayani masyarakat ketika 
mendapatkan pertanyaan dari masyarakat yang kurang memahami 
prosedur mereka siap memberikan jawaban disertai dengan usaha untuk 
memberikan pemahaman dan mengarahkannya ke prosedur selanjutnya. 
Berkaitan dengan pertanyaan waktu penyelesaian dan biaya, masyarakat 
hanya menayakan berapa lama dan berapa biayanya. Untuk pertanyaan 
seperti ini, petugas loket menjawabnya dengan sesuai kebutuhan 
masyarakat pengguna layanan.85 
Alat lain yang digunakan dalam mewujudkan transparansi sekaligus 
juga pengontrol dalam rangka mewujudkan akuntabilitas adalah 
penggunaan kuitansi dalam transaksi penggunaan pelayanan SITU. 
Kuitansi tersebut menyebutkan secara rinci jumlah biaya yang harus. Bukti 
pembayaran ini diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan dan 
digunakan lagi ketika pengambilan SITU yang telah selesai. Dalam 
kuitansi tersebut diberikan pula stempel yang menunjukkan tanggal 
pengurusan dan tanggal pengambilan SITU yang sedang di urus. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan kuitansi ini merupakan alat informasi 
mengenai biaya dan waktu pengurusan SITU. 
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Keterbukaan dalam pelayanan di Kecamatan, khususnya pelayanan 
SITU diakui oleh salah seorang informan. Keterbukaan dalam pelayanan 
merupakan program Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam 
Surat Keputusan WaliKota Makassar Nomor 188.45-162/2007 tentang 
penetapan jenis pelayan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar. 
Peraturan pendukung pelaksanaan transparansi yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Makassar merupakan usaha Pemerintah Kota 
Makassar dalam rangka mewujudkan visinya. Hal ini diakui oleh seorang 
informan yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Makassar telah 
melakukan beberapa pembenahan dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Salah satu usaha 
tersebut terlihat dalam pemberian pelayanan di kantor kecamatan. 
Informasi yang disediakan kepada masyarakat dapat diperluas lagi, 
utamanya yang berkaitan dengan penggunaan dana APBD di Kecamatan. 
Dari pendapat informan di atas, penulis menilai bahwa peraturan 
yang telah ada perlu dilengkapi dengan peraturan tegas tentang 
pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota 
Makassar. Bentuk peraturan tersebut adalah perda transparansi. 
Pentingnya perda ini melihat kesediaan aparat pemerintah kecamatan 
untuk memperlihatkan LAKIP kecamatan kepada yang pihak yang 
memerlukan. Sekretaris Kecamatan  menyatakan bahwa, “kami terbuka 





contohnya mahasiswa, Bawasda”. Namun, menurut beliau harus ada 
kepentingan yang jelas, karena dalam mengambil langkah-langkah aparat 
pemerintah kecamatan berpedoman pada peraturan yang ada.86 
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 
berbagai dimensi yang meliputi transparansi angggaran, transparansi 
pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, dan transparansi 
pertanggungjawaban kinerja. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah 
(LAKIP) kecamatan memiliki potensi untuk memenuhi berbagai dimensi 
transparansi tersebut dengan cara menyediakan akses bagi masyarakat 
untuk mengetahuinya. Sejauh ini, Pemerintah Daerah Kota Makassar 
telah melakukan penyebaran informasi penggunaan dana APBD baik 
melalui media cetak dan situs resmi pemerintah kota. Namun, laporan ini 
merupakan ringkasan laporan relaisasi APBD, tidak merinci penggunaan 
dana perunit organisasi pemerintah daerah. 
Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dapat meminimalkan 
perilaku yang tidak bertanggungjawab dari oknum pemerintah dalam hal 
ini aparat pemerintah kecamatan maupun pihak ketiga. Berdasarkan 
informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian yang 
mereka temukan dilapangan melalui saluran pengaduan yang disediakan. 
Sarana pengaduan selain sebagai sarana akuntabilitas 
pemerintahan, juga merupakan sarana transparansi dan partisipasi 
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masyarakat. Kecamatan  menyediakan sarana pengaduan terhadap 
pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Kecamatan. Sarana 
pengaduan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan, keluhan dan masukan 
berupa kritik dan saran dari masyarakat tentang penyelenggaraan 
pelayanan di Kecamatan. Sarana tersebut antara lain penyampaian 
secara langsung kepada petugas, melalui surat yang disampaikan pada 
kotak saran, melalui surat kabar (kring kota/surat pembaca), melalui 
pejabat pemerintah kota (walikota  atau pejabat lainnya). 
Seorang informan kami menyatakan bahwa transparansi di 
Kecamatan  cukup baik. Pendapat ini merujuk pada mekanisme 
penyampaian keluhan. Menurutnya, keluhan terhadap pelayanan di 
Kecamatan ditanggapi dengan baik dengan adanya mekanisme keluhan 
melalui lisan (langsung kepada petugas) atau persuratan (kotak saran).87 
Pendapat ini juga sejalan dengan tanggapan masyarakat terhadap respon 
yang diberikan Aparat Kecamatan  menjawab keluhan yang mereka 
berikan. 
Kepuasan masyarakat dan keluhan beberapa masyarakat 
memperlihatkan bahwa informasi yang jelas dan tepat merupakan hal 
yang penting. Masyarakat akan mudah mengerti dan memberikan 
kerjasama karena mereka memiliki dasar yang pasti dan tetap serta 
berlaku umum. Kesalahan dalam pemberian informasi akan menimbulkan 
kesalahpahaman. Namun, kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan 
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pemberian pengertian atas dasar peraturan yang berlaku. Peraturan yang 
jelas disertai sosialisasi dan kemudahan dalam mengakses menjadi suatu 
hal yang harus dilakukan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. 
Banyaknya saluran informasi tentang kewenangan aparat 
kecamatan khususnya dalam pelayanan kependudukan dan surat-surat 
keterangan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan pelayan tersebut. Hal ini memberikan keseimbangan 
informasi antara aparat pemerintah kecamatan dan masyarakat. 
Keseimbangan tersebut merupakan kontrol yang efektif dalam perwujudan 
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di Kecamatan . 
 Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menjadikan 
masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemerintahan 
yang transparan untuk menyediakan akses dalam berpartisipasi bagi 
masyarakat dan swasta, paling tidak akses untuk memberikan masukan 
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 
4.2.3. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kewenangan di Kecamatan 
Panakkukang 
Good governance merupakan penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis dan konstruktif diantara 
pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan karaterisitik tertentu. 
Keterlibatan masyarakat dan swasta memunginkan penyelenggaraan 





hingga peranan yang menonjol adalah pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan. 
Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan 
kewenangan aparat pemerintah Kecamatan  terbatas dalam bidang-
bidang tertentu. Kewenangan aparat  Pemerintah Kecamatan   yang 
bersifat koordinasi, pemantauan, pembinaan, dan monitoring dalam 
pelaksanaannya dijalankan oleh aparat kecamatan secara penuh. Hal ini 
terkait pula dengan keberadaan kelurahan sebagai perangkat daerah 
berdasarkan kewilayahan yang terendah. 
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat 
dalam kewenangan bidang pembangunan masyarakat. Bentuk partisipasi 
masyarakat terlihat dalam pelaksanaan program bantuan dana perbaikan 
dan pemeliharaan lingkungan pemukiman kelurahan (dana P2LPK) yang 
diberikan pemerintah. Partisipasi swasta terlihat dalam program 
community development atau tanggung jawab sosial (social responsibility) 
yang merupakan kewajiban dunia usaha terhadap lingkungan sekitarnya. 
Program dana P2LPK ini merupakan salah satu strategi Pemerintah 
Kota Makassar untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat 
khususnya dalam bidang pembangunan di kelurahan. Dana yang 
dianggarkan untuk program DP2LPK sebesar 1,4 miliyar untuk setiap 
kecamatan. Kelurahan di Kecamatan  masing-masing mendapatkan 200 
juta.88 
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Kepala seksi pembangunan masyarakat menuturkan: 
“dalam usaha pembangunan masyarakat, di setiap kelurahan 
diluncurkan dana P2LPK yang merupakan stimulan dalam 
melakukan pembangunan dalam skala kecil. Penggunaan dana 
stimulan ini dimonitor oleh camat. Dana ini berfungsi sebagai 
bantuan kepada masyarakat sebagai bantuan dalam pembangunan 
lingkungan skala kecil dikelurahan yang ide pembangunan tersebut 
berasal dari masyarakat. Dana ini selanjutnya dibagi tiap RT 
berdasarkan musyawarah. Dana ini tidak mencukupi untuk biaya 
pembangunan yang dimaksud, hanya sebagai umpan untuk 
memancing swadaya masyarakat. Masyarakatlah kemudian yang 
menambahkan dalam bentuk swadaya hingga terlaksananya 
kegiatan pembangunan yang dimaksud. Terkadang, swadaya 
masyarakat yang dilaporkan melebihi dana dari yang diluncurkan 
pemerintah. Itu merupakan dana yang tertulis, belum lagi dana 
yang tidak terlaporkan baik berupa uang tunai, material tenaga, 
serta sumbangan berupa ide. Partisipasi tersebut jika dikonversikan 
dengan uang maka tentu akan lebih besar”.89 
 
Sekretaris Camat menyatakan hal yang senada dengan penuturan 
di atas. Beliau menuturkan, “dalam menilai partisipasi masyarakat kami 
malu, sebagai contoh kami menyalurkan dana P2LPK ternyata 
sumbangan yang diberikan masyarakat berkaitan dengan program itu 
lebih besar bahkan ada di atas 100% dari dana yang diberikan.”90 Beliau 
melanjutkan, “melihat sumbangan masyarakat yang begitu besar 
menjadikan pemerintah malu sekaligus bangga. Malu  dalam memberikan 
bantuan dana yang jumlahnya terbatas dan bangga dengan kesadaran 
partisipasi masyarakat yang begitu besar.”91 
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Besarnya partisipasi masyarakat dalam menyambut dana P2LPK 
juga diakui oleh dua Lurah di lingkungan Kecamatan. Pendapat kedua 
lurah tersebut secara garis besar sama dengan apa yang disampaikan 
oleh pihak kecamatan di atas. Mereka menilai bahwa dalam menyambut 
program ini, masyarakat sangat antusias memberikan partisipasinya. 
Antusias masyarakat ini dapat dilihat dalam program yang mereka ajukan, 
serta realisasi atas program yang mereka ajukan. Swadaya masyarakat 
berupa dana, materi, tenaga kerja dan waktu diberikan begitu besar.92 
Swasta memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat 
melalui community developmentatau social responsibility (tanggungjawab 
sosial).Dalam menjalankan comunitiy developmentnya, pihak swasta di 
Kota Makassar terkadang melibatkan lurah dan camat sebagai 
fasilitator.Hal tersebut tergantung kebijakan perusahaan.93 
Sektor swasta, utamanya perusahan besar,setiap tahun memberikan 
bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk community development dari 
laba bersih mereka. Untuk keperluan ini mereka terkadang melibatkan 
kelurahan dan kecamatan sebagai fasilitator antara wilayah Rt 
(masyarakat) bagian dari zona community development dengan swasta.94 
Salah seorang informan menyatakan, “RT ini sering mendapatkan 
bantuan (dari perusahaan, penulis) baik kami minta maupun tidak. Jalan 
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dan mesjid di sini bantuan dari sana (perusahaan, penulis).”95 Sejalan 
dengan hal tersebut, informan lain menyatakan, “kalau ada kegiatan 
masyarakat atau mau membangun kepentingan umum, kami sering diberi 
bantuan (dari perusahaan, penulis). Tinggal buat permohonan saja.”96 
Kepedulian swasta tidak hanya dalam pembangunan fisik semata, 
seperti pembangunan jalan, got lingkungan, rumah ibadah tetapi juga 
dalam bentuk pemberian kredit lunak dan beasiswa kepada masyarakat 
dilingkungan sekitar perusahaannya.97Hal ini sejalan dengan kewenangan 
aparat pemerintah kecamatan khususnya dalam bidang pembangunan 
masyarakat.  
Community development dapat meringankan pemerintah kota pada 
umumnya dan menjadikan cakupan pembangunan bisa dirasakan oleh 
masyarakat lebih banyak lagi. Kepala seksi pembangunan masyarakat 
menjelaskan :  
“dengan adanya community development maka ketika ada bantuan 
dari pemerintah daerah untuk wilayah kecamatan yang belum 
mendapatkan community development dijadikan prioritas untuk 
mendapatkan dana bantuan tersebut. Dengan demikian 
pembangunan akan lebih merata disetiap wilayah.”98 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah  :  
 
“dana P2LPK jika dibagi rata maka jumlahnya terlampau kecil. 
Untuk itu, kami memprioritaskan RT yang tahun lalu belum 
mendapatkan dana ini dan juga RT yang belum mendapatkan 
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bantuan dari perusahaan pada tahun ini. Kami beri pengertian 
kepada RT yang tidak mendapatkan dana P2LPK tahun ini dengan 
pertimbangan tadi.  Keputusan kami lakukan  melalui rapat dengan 
RT dan bersama anggota LPM.”99 
 
Bentuk partisipasi swasta terwujud pula dalam pelestarian 
lingkungan hidup. Sejalan dengan program Pemerintah Kota Makassar 
yakni health, clean and green, beberapa perusahaan besar yang memiliki 
kantor di Kecamatan.  
Perusahaan-perusahaan di sekitar Kecamatan  dalam rangka 
mendukung program pemerintah health, clean and green menjaga 
kebersihan dan menanam pohon di sekitar lingkungan kerjanya. Halaman 
lingkungan kerja perusahaan terlihat bersih dan asri dengan pohon-pohon 
yang rindang. Program lingkungan ini merupakan salah satu kewenangan 
aparat pemerintah kecamatan khususnya seksi lingkungan hidup.    
Program health, clean and green terdapat dalam LAKIP Kecamatan  
2013 dan rencana kinerja Kecamatan 2014. Program tersebut berupa 
kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar kecamatan. Dengan 
adanya kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, 
maka kecamatan akan terbantu dan dapat memprioritaskan wilayah yang 
belum tersentuh sehingga program lingkungan ini dapat terlaksana secara 
merata di wilayah kecamatan. 
 Bentuk partisipasi di atas dilakukan oleh masyarakat dan swasta 
tidak berhubungan secara langsung dengan aparat pemerintah 
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Kecamatan, namun kegiatan yang mereka lakukan memiliki keselarasan 
dengan kewenangan aparat pemerintah kecamatan. Aparat kecamatan 
terbantu dengan adanya kegiatan tersebut sehingga tugas dan fungsi 
yang dilakukan dapat diprioritaskan kepada masyarakat atau wilayah yang 
belum merasakan.  
Bentuk partisipasi masyarakat dan swasta yang berhubungan 
secara langsung dengan aparat pemerintah Kecamatan  dalam 
melaksanakan kewenangannya diantaranya berbentuk kepatuhan 
masyarakat dalam mengikuti peraturan yang berlaku khususnya dalam 
pemberian pelayanan, memberikan masukan berupa saran dan kritik 
melalui saluran yang tersedia, partisipasi melalui organisasi 
kemasyarakatan seperti RT, LPM, PKK dan Posyandu. Partisipasi swasta 
pada umunya berupa pemberian bantuan barang untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan aparat pemerintah Kecamatan .  
Partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan yang diberikan pihak 
Kecamatan Panakkukang dilakukan dalam bentuk kesediaan masyarakat 
mengikuti prosedur dalam mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan 
surat kependudukan, legalisir dan surat-surat keterangan di Kecamatan. 
Kepala seksi pemerintahan menyatakan bahwa, “masyarakat sangat 
bekerjasama dalam memenuhi prosedur untuk mendapatkan 
pelayanan”.100 Kesediaan masyarakat mengikuti prosedur pelayanan 
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terlihat dalam melengkapi berkas kelengkapan sebagai syarat 
mendapatkan pelayanan.  
Bentuk partisipasi lainnya secara individu adalah memberikan 
masukan yang membangun kepada pihak kecamatan. Pemberian 
masukan ini terkait dengan adanya wadah yang memungkinkan proses 
komunikasi antara warga dan pemerintah (citizen government contacting) 
yang disediakan di Kecamatan. Wadah tersebut yakni, kotak saran, 
komunikasi langsung dengan pegawai kecamatan, media massa, melalui 
alamat e-mail pemerintah kota dan pejabat atau instansi pemerintah 
lainnya.  
Bentuk masukan masyarakat yang diberikan melalui kotak saran 
contohnya adalah masukan yang berisi ide tentang beberapa hal yang 
berkaitan dengan sarana pembantu pelayanan. Surat yang berasal dari 
salah seorang warga Kecamatan  tersebut berisi beberapa saran 
diantaranya ruang tunggu yang diperluas, cara pengambilan nomor antri, 
kondisi jendela loket, penempatan televisi, tempat parkir, dan pengeras 
suara. 
Aparat Kecamatan menanggapi masukan tersebut di atas dengan 
melakukan beberapa perbaikan sebagaimana yang tertulis dalam surat 
terebut. Perbaikan-perbaikan tersebut di antaranya ruang tunggu dibuat 
tertutup sehingga terlindung dari sinar matahari, penambahan kursi ruang 
tunggu, mesin nomor antri ditempatkan di depan pintu kantor beserta 





antrian” dengan tanda panahnya. Jendela loket ditiadakan sehingga 
petugas bertatapan langsung dengan masyarakat yang dilayani, dan 
penambahan pengeras suara.101 
Sekretaris Camat  menuturkan bahwa masukan dari surat ini sangat 
membantu dalam memperbaiki kualitas layanan sesuai dengan harapan 
masyarakat. Beliau menambahkan, “kami berterimakasih sekali…saya 
tidak tahu apakah dia telah melihat dan puas terhadap realisasi saran 
yang diberikannya.”102 
Sekretaris Camat  menambahkan bahwa dalam memberikan 
masukan melalui kotak saran bentuknya bermacam-macam, diantaranya 
melalui kertas surat dan kertas sobekan kecil. Dalam memberikan 
masukan tersebut, masyarakat sangat bertanggung jawab dengan 
menuliskan nama beserta alamat atau nomor handphone (hp). Pemberian 
nomor hp tersebut membantu dalam memberikan tanggapan langsung 
kepada masyarakat yang bersangkutan.103 
Pemberian nomor hp seperti yang dilakukan oleh warga pemilik no 
081159XXXX, Aparat Kecamatan  dalam hal ini sekretaris kecamatan 
menyampaikan tanggapan yang disampaikan melalui sms ke nomor hp  
tersebut. Respon balik yang diterima oleh sekretaris camat adalah rasa 
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kepuasan yang tertuang dalam kalimat berikut ini, “Terimakasih atas 
tanggapan demi pelayanan masyarakat khususnya Kecamatan.”104 
Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide-ide dalam peningkatan 
kulaitas pelayanan disampaikan pula melalui komunikasi langsung. 
Kepala seksi pemerintahan menuturkan bahwa salah satu bentuk 
masukan yang disampaikan secara langsung (komunikasi langsung) 
adalah berkaitan dengan memberikan kenyamanan pada masyarakat 
pengguna layanan. Masyarakat tersebut mengusulkan agar diruang 
tunggu di pasang kipas angin untuk memberikan kenyamanan dalam 
mengantri. Usul tersebut direalisasikan dalam bentuk sebuah air 
conditioner (AC).105 
Saluran penyampaian kritik dan saran lainnya adalah melalui media 
cetak dalam hal ini koran/harian umum. Suara masyarakat berkaitan 
dengan pemerintah kota secara umum, disalurkanmelaui kolom khusus. 
Kolom ini menjadi salah satu saluran bagi Pemerintah Kota Makassar 
secara umum untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Aparat 
Pemerintah Kecamatan  menjadikan kolom ini sebagai salah satu bahan 
untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja kecamatan dalam 
memenuhi harapan masyarakat. 
Sekretaris camat menyatakan bahwa pernah terdapat keluhan 
masyarakat berkaitan dengan pelayanan kecamatan di sebuah media 
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cetaklokal dalam kolom khusus suara masyarakat. Beliau menambahkan 
bahwa keluhan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat 
kepada pihak Kecamatan dalam rangka perbaikan. Melalui media tersebut 
pula aparat kecamatan melakukan tanggapan balik.106 Hal yang senada 
juga disampaikan oleh kepala seksi pemerintahan. Beliau menuturkan 
bahwa pernah terjadi keluhan masyarakat melalui sebuah media namun 
keluhan tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman, dan melalui media 
tersebut pula kami menanggapinya.107 
Partisipasi masyarakat secara individu sebagaimana dijelaskan di 
atas berbentuk ide. Masukan berupa saran dan kritik merupakan buah 
pikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap ideal. Keterlibatan 
masyarakat dalam membantu kewenangan aparat Pemerintah Kecamatan  
berbentuk kegiatan dapat dilihat melalui perwakilan masyarakat baik 
secara individu maupun kelompok. Partisipasi masyarakat melalui 
perwakilan masyarakat secara individu seperti RT, tokoh masyarakat dan 
tokoh agama. Perwakilan secara berkelompok seperti pengurus LPM, dan 
pengurus PKK.  
Representasi masyarakat yang disebutkan di atas merupakan pihak 
eksternal dalam mengoptimalisasi kinerja kecamatan. Guna optimalisasi 
kinerja camat dan lurah dalam melaksanakan kewenangannya, aparat 
kecamatan melakukan konsolidasi eksternal dengan para ketua RT, 
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Pengurus LPM, Pengurus PKK, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama.  
Konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan tindakan dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Dengan tercapainya tujuan konsolidasi ini diharapkan kinerja camat dan 
perangkatnya menjadi optimal. 
Perwakilan masyarakat yang disebutkan di atas memiliki kedudukan 
yang dihormati dalam masyarakat. Nilai lebih yang dilihat masyarakat 
terhadap mereka membuat perkataannya mampu mempengaruhi dan 
menggerakkan  masyarakat. Perwakilan masyarakat ini merupakan salah 
satu sarana yang menghubungkan aparat pemerintah kecamatan dan 
masyarakat. 
Salah satu contoh perwakilan masyarakat secara individu adalah 
Ketua RT. Rukun Tetangga atau disingkat dengan RT adalah lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah kota. RT merupakan repsentasi 
masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah khususnya lurah dan 
kecamatan.  
Ketua RT merupakan tokoh yang dipilih langsung oleh 
masyarakatnya. Dalam pemilihan ini mencerminkan demokrasi langsung. 
Seorang yang dipilih sebagai RT dianggap mampu mengurus keperluan 





Keterangan dari RT merupakan salah satu bukti sah bagi seorang warga 
masyarakat berkaitan dengan status domisilinya. 
Salah seorang ketua RT menuturkan, “RT itu berfungsi untuk 
mengidentifikasi warganya, berapa jumlahnya, berapa yang kaya, miskin, 
berapa yang masuk, berapa yang keluar …..RT akan melaporkan tentang 
kebenaran seseorang sebagai penghuni wilayah kelurahan atau 
kecamatan”.108 
Surat keterangan dari RT dijadikan sebagai salah satu berkas dalam 
pembutan surat-surat tertentu dalam pelayanan di kecamatan. Hal ini 
memiliki tujuan memudahkan dalam penvalidan keberadaan seseorang di 
wilayah kecamatan tersebut. Pemberian pelayanan di kecamatan yang 
mensyaratkan surat dari RT sebagai salah satu kelengkapan berkas 
diantaranya pengurusan KTP baru dan kehilangan, pengurusan KK dan 
penggantian data di dalamnya. 
Surat keterangan dari RT memiliki kekuatan hukum utamanya 
sebagai bukti seseorang sebagai warga di salah satu RT di kelurahan dan 
kecamatan tersebut. Tanpa surat keterangan dari RT pihak kecamatan 
tidak dapat memberikan layanan, namun biasanya sejak dari kelurahan 
tidak akan mengeluarkan berkas lanjutan jika tidak disertai dengan surat 
tersebut.  
Salah seorang ketua RT menuturkan bahwa jika ada masyarakat 
yang tidak membawa surat keterangan dari RT maka mereka disuruh 
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kembali. Bahkan pihak kelurahan jika mendapatkan keluhan warga yang 
mengaku tidak diberikan surat keterangan oleh RT yang bersangkutan 
akan menelpon RT tersebut untuk memberitahukan dan mengklarifikasi 
masalah tersebut.109 Hal ini menunjukkan koordinasi antara aparat 
pemerintah dan RT dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya. 
Kekuatan hukum dalam surat yang diberikannya membuat Ketua RT 
sangat berhati-hati dalam memberikan surat keterangan terhadap seorang 
individu. Hal ini dinyatakan oleh seorang ketua RT yang menuturkan, 
“kami menadatangani dan memberikan stempel pada setiap surat 
keterangan. Untuk itu kami berhati-hati, bahkan stempel saya simpan 
ditempat tersendiri dilemari saya.”110 
Pentingnya posisi RT menuntut kecakapan dan integritasnya. Dalam 
rangka mengoptimalkan kinerja RT di Makassar, pemerintah kota 
melakukan beberapa program berkaitan dengan pembinaan RT. Program 
tersebut diantaranya berupa pemberian insentif yang diberikan setiap tiga 
bulan sekali. Insentif ini bertujuan agar RT bekerja lebih profesional dalam 
melayani masyarakat. Dengan insentif yang diberikan, diharapkan 
pungutan liar terhadap warga tidak dilakukan oleh RT. Kebiasaan 
memberi tip dalam setiap surat keterangan dari RT yang dilakukan oleh 
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masyarakat diharapkan akan hilang karena RT-nya sudah 
mendapatkannya dari pemerintah. 
Bentuk lain program pembinaan terhadap RT di Kota Makassar 
adalah pemberian penghargaan tahunan terhadap RT yang memiliki 
administrasi terbaik. Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui seleksi 
yang dilakukan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Hal 
ini merupakan bentuk dari fungsi pemerintah sebagai pembina 
masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya sebagi 
salah satu komponen good governance. Program ini diharapakan mampu 
mendorong pengadministrasian kependudukan yang baik mulai dari 
tingkat RT. 
RT juga memiliki fungsi dalam pengajuan usul pembangunan. 
Pengajuan usul ini salah satunya melalui lembaga pemberdayaan 
masyarakat yang ada pada tiap kelurahan. Tiap 3 bulan sekali, RT 
bersama LPM mengadakan rapat koordinasi (rakor) RT untuk membahas 
usul-usul pembangunan. Hasil dalam rakor RT ini akan dijadikan bahan 
masukan dalam penentuan bantuan dana P2LPK dan Musrenbang tingkat 
kelurahan. Musrenbang tingkat kecamatan akan membahas hasil dari 
musrembang tingkat kelurahan dan selanjutnya hasil Musrenbang 
kecamatan akan dibahas dalam Musrenbang tingkat kota.111 
Penyampaian aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dilakukan 
dengan melalui usulan program dan kegiatan. Berdasarkan laporan 
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pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, 
usulan masyarakat di Kecamatan  terbagi atas bidang infrastruktur, bidang 
pendidikan, dan bidang ekonomi-sosial-kebudayaan.  Namun, tidak 
semua usulan program dan kegiatan dapat tertampung dan diakomodasi. 
Dalam penentuan usulan telah ditetapkan standar penilaian guna 
menentukan rangking atau skala prioritas.112 
Pihak-pihak non pemerintah kota khususnya masyarakat kecamatan 
yang terlibat dalam Mursenbang kecamatan antara lain Ketua Forum 
Komunikasi LPM Kecamatan Panakkukang, Ketua-ketua LPM kelurahan, 
Ketua PKK kecamatan dan PKK kelurahan. Wakil-wakil masyarakat ini 
merupakan penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah 
kecamatan dan selanjutnya kecamatan akan membawa usulan tersebut 
ke Musrenbang kota. Jika usulan masyarakat tersebut berskala nasional, 
usulan tersebut akan dibawa ke provinsi hingga tingkat nasional.113 
LPM merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan 
masyarakat. LPM terbentuk di setiap kelurahan. Untuk tingkat kecamatan, 
LPM di setiap kelurahan terwadahi dalam asosiasi LPM kecamatan. 
Partisipasi masyarakat melalui LPM terutama berkaitan dengan 
kewenangan aparat pemerintah kecamatan dalam bidang pembangunan 
masyarakat.   
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Organisasi masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah kecamatan khususnya yang 
berkaitan dengan pemberdayaan perempuan adalah PKK. PKK 
merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara kelompok dalam 
kewengan kecamatan khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan 
kesehatan keluarga dan masyarakat. Lembaga ini merupakan binaan 
pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat utamanya 
perempuan. Melaui organisasi PKK, pihak kecamatan melakukan 
himbauan-himbauan misalnya menjaga kebersihan dan kesehatan 
keluarga dan lingkungan. Organisasi ini juga dijadikan sarana sosialisasi 
program pemerintah kota utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan 
keluarga dan kesehatan masyarakat. 
Bentuk kegiatan yang dilakukan kecamatan berkaitan dengan 
pengembangan perempuan melalui PKK adalah mengadakan lomba PKK 
dan lomba bayi dan balita sehat.  Dalam LAKIP Kecamatan tahun 2014, 
kedua lomba tersebut merupakan salah satu program kegiatan 
Kecamatan. Program Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas 
pemerintah dalam mengembangkan kehidupan dan memberdayakan 
masyarakatnya menuju good governance. 
Partisipasi yang berhubungan secara langsung dengan aparat 
pemerintah Kecamatan Panakkukang juga ditunjukkan pihak swasta. 
Partisipasi pihak swasta pada umumnya dalam bentuk barang. Sekretaris 





berbeda dengan masyarakat. Jika masyarakat dalam bentuk uang kami 
dalam bentuk barang.”114Hal yang senada juga dinyatakan oleh kepala 
seksi pembangunan masyarakat, “biasanya perusahaan bentuk 
kerjasamanya dalam kegiatan-kegiatan misalnya perayaan 17 agustus 
yang disalurkan dalam bentuk barang.”115 
Tahun 2015 ini, pihak kecamatan berencana lebih mengikutsertakan 
swasta utamanya dalam kegiatan-kegiatan perlombaan. Sekretaris camat 
mengutarakan, “kami mencoba menghubungi perusahan-perusahan 
swasta untuk menyediakan penghargaan pada perlombaan yang kita 
adakan.”116 Permohonan bantuan tersebut bukan berupa dana karena 
telah disediakan pemerintah daerah, pihak swastapun memberikan 
bantuan tersebut dalam bentuk barang. Contoh bantuan swasta tersebut 
adalah bantuan bingkisan hadiah untuk perlombana lomba bayi dan balita 
tingkat kecamatan dan alat komposter sebagai hadiah lomba CGH.117Hal 
ini merupakan modal penting bagi terciptanya kerjasama yang konstruktif 
antara pemerintah dan swasta bersama masyarakat menuju good 
governance. 
Penulis berpendapat bahwa partisipasi swasta berupa barang 
merupakan langkah yang tepat dan efektif. Bantuan dalam bentuk barang 
tentunya telah disesuaikan dengan kegunaan barang tersebut di 
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kecamatan. Bantuan ini tentu memudahkan dalam melihat 
pertanggungjawaban penggunaannya.  
Bantuan yang diberikan swasta memudahkan pemerintah kecamatan 
dalam melaksanakan kewenangannya. Salah satunya, meningkatkan 
kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Dalam hal anggaran, 
bantuan swasta tersebut mengurangi beban pemerintah kecamatan. 
Pemerintah kecamatan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran 
dengan  mengalokasikan penggunaan dana ke pos lain yang lebih 
membutuhkan.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam 
penyelenggaraan kewenagan pemerintah Kecamatan  pada umumnya 
dilakukan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam 
partisipasi dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian bantuan 
berupa barang dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan 
dalam bentuk partisipasi kelompok (group participation) melalui 
pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat 
dalam bentuk kontak antara warga negara dan pemerintah (citizen 
government contacting) berupa penyampaian pendapat melalui kotak 
saran, media massa dan penyampaian secara langsung kepada petugas 





Informan yang lain menambahkan bahwa organisasi 
kemasyarakatan seperti LPM dan PKK serta tokoh masyarakat turut aktif 
dalam mendukung program-program kecamatan. Beliau menuturkan, 
“dalam pembangunan masyarakat ada LPM, pemberdayaan ibu-ibu ada 
PKK, ketentraman ada tokoh agama dan suku. Elemen masyarakat ini 
cukup aktif dalam membantu tugas-tugas kecamatan.”118 
Berkaitan dengan patisipasi swasta, perusahan-perusahaan pada 
umumnya mendukung kebijakan walikota, contohnya program kebersihan 
dan penghijauan lingkungan. Beliau menambahkan, “keberadaan 
perusahaan memberikan konstribusi tersediri kepada pemerintah kota. 
Kegiatan kecamatan seperti pemberdayaan masyarakat, perlombaan RT, 
perayaan 17 agustus sering melakukan kerjasama dengan perusahaan 
yang ada di lingkungan kecamatan.” 
Informan yang lain menyatakan bahwa perusahan di lingkungan 
Kecamatan  memiliki perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di 
sekitar lingkungan perusahan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. 
Beliau mencontohkan sebuah daerah perkantoran swasta di Kecamatan  
yang beberapa perusahaan di daerah tersebut mengadakan asosiasi dan 
bermitra dengan LPM untuk membantu masyarakat di sekitarnya berupa 
kebutuhan pembangunan fisik skala mikro.119 
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Pendapat tokoh masyarakat di atas sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan. Berkaitan dengan partisipasi 
masyarakat, Beliau menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah 
baik. Merujuk pada kerjasama masyarakat terhadap berbagai program 
kecamatan seperti kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan skala 
mikro, dan kerjasama masyarakat dalam bidang pelayanan.120 
Partisipasi yang dilakukan oleh swasta juga dianggap sudah baik. 
Beliau mengatakan bahwa swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan 
telah membantu berbagai kegiatan kecamatan. Beliau menambahkan jika 
kami membuat permohonan seperti peminjaman kendaraan atau 
penyediaan hadiah untuk juara kegitan lomba yang kami adakan, 
perusahaan akan memberikan. Beliau menuturkan, “permohonan yang 
kami buat selama ini belum ada yang ditolak.”121 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan  memiliki potensi yang baik 
dalam menjalankan pemerintahan yang parsitipatif. Saluran partisipasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan  direspon dengan 
baik oleh masyarakat dan swasta. Hal ini sejalan dengan konsep 
governance yang tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga 
melibatkan peranan stakeholder di luar pemerintah yakni masyarakat dan 
swasta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 
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4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Good 
Governance di Kecamatan Panakkukang 
4.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
di Kecamatan Panakkukang 
1) Faktor pendukung penerapan prinsip akuntabilitas di Kecamatan 
Panakkukang 
a) Kondisi gedung dan tempat kerja  
Kondisi gedung dan tempat kerja sangat berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan, di Kecamatan Panakkukang kondisi 
gedungnya sudah cukup baik dan tempat kerjanya juga sudah cukup baik, 
kondisi tersebut berimplikasi kepada kenyamanan pada pemberi 
pelayanan. 
Kondisi  gedung Kecamatan Panakkukang sangat bagus dan 
sangat luas, dengan kondisi gedung seperti ini akan mendukung pegawai 
dalam berkerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Berdasarkan pengamatan  peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi 
gedung dan tempat kerja Kecamatan Panakkukang sudah cukup baik dan 
bangunannya cukup luas, dan kondisi lingungan kantor yang kondusif.  
b) Fleksibilitas Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan  
Keberadaan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di Kecamatan Panakkukang sangat menentukan kesiapan 
aparatur dalam memberikan pelayanan tersebut. Dengan adanya arahan 





Panakkukang bisa memberikan pelayanan yang profesional kepada 
masyarakat, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
melakukan akses pelayanan.  
Sejauh ini arahan Bapak Camat yang semua pegawai bisa 
memberikan pelayanan dengan baik dan berjalalan dengan lancar tidak 
ada keluhan dari pegawai bahkan pegawai bisa berkerja sama dengan 
baik satu sama lainya, tidak ada kecemburuan dalam pemberian 
pelayanan tersebut. Adanya arahan dari Bapak camat bahwa semua 
pegawai bisa melayani masyarakat, seharusnya lebih ditingkatkan 
ataupun dibekali prinsip-prinsip pelayanan prima.  
Berdasarkan pengamatan peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
seluruh aparat yang ada di Kecamatan Panakkukang dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, telah sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing, dengan memberikan kemudahan akses dan tidak ada 
masyarakat yang mengurus pelayanan dengan menunggu terlalu lama.  
2) Faktor penghambat penerapan prinsip akuntabilitas di Kecamatan 
Panakkukang 
a) Rendahnya tingkat pendidikan pegawai (kualitas SDM)  
Dari segi kualitas sumber daya manusia Aparatur Kecamatan 
Panakkukang perlu untuk diberikan kesempatan untuk meningkatkan 
pendidikan formalnya. Karena dengan tingginya pendidikan cenderung 
mampu memiliki kualitas dalam mewujudkan pelayanan publik. Dengan 





Dalam kaitannya dengan hal ini, sosok atau figur sumber daya manusia 
Indonesia pada abad ke-21 adalah manusia-manusia yang memiliki 
kualifikasi sebagai berikut:  
1. Memiliki wawasan pengetahuan, keteramplan dan sikap atau perilaku 
yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran dan bidang 
tugas dalam suatu organisasi  
2. Memiliki disiplin kerja, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 
pekerjaan dan organisasi  
3. Memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman yang 
mendalam terhadap tugas dan kewajibannya sebagai karyawan dan atau 
unsur manajemen organisasi  
4. Memiliki jiwa dan kemauan atau hasrat yang kuat untuk berperstasi, 
produktif dan bersikap profesional  
5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan 
potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas 
organisasi  
6. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang teknik maupun 
manajemen dan kepemimpinan  
7. Memiliki keahlian dan keterampilan yang tertinggi dalam bidang tugas 
dan memiliki kemampuan ahli teknologi  
8. Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan konsisten;  
9. Memiliki pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi dan 





Mengingat latar belakang pendidikan formal yang dimiliki oleh 
pegawai Kecamatan Panakkukang dengan latar belakang keilmuan yang 
berbeda-beda. Hal tersebut masih harus didukung dengan pemberian 
keterampilan teknis tambahan yang berhubungan dengan tugas-tugas 
pelayanan melalui Diklat, pelatihan maupun seminar dan keterampilan 
pelayanan. Sebab pelayanan publik merupakan kombinasi antara seni 
dan ilmu. Untuk mempelajari bagaimana menciptakan pelayanan yang 
bermutu tidak cukup dengan hanya memiliki teori atau prinsip, melainkan 
harus berani mencoba mempraktekkan pengetahuan yang berkaitan 
dengan perilaku kepada pelanggan.  
Kemampuan aparatur birokrasi merupakan pilar penyangga 
bangunan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah 
diperlukan adanya langkah–langkah dalam upaya pengembangan 
orientasi perolehan atau kualifikasi yang berhubungan dengan 
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparat birokrasi dapat 
berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi 
sendiri diartikan sebagai pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh 
orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dari 
birokrasi.  
Pembinaan sumber daya aparatur birokrasi merupakan bagian 
integral dari kepentingan untuk meningkatkan kualifikasi aparatur birokrasi 
sesuai dengan tuntutan masyarakat. Siagian (1994:179) telah 





birokrasi yang dianggap memegang posisi sentral dalam organisasi 
birokrasi. Pembinaan sumber daya aparatur mencakup faktor-faktor 
kualifikasi, ketrampilan, jumlah, kemampuan pelaksanaan tugas dan masa 
kerja. 
b) Ketidakjelasan Tindakan Kewenangan Diskresi 
Kewenangan diskresi merupakan suatu langkah yang ditempuh 
oleh administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu yang tidak atau 
belum diatur dalam regulasi yang baku. Tindakan diskresi diperlukan agar 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal, sekaligus 
mampu memenuhi tujuan, visi, dan misi organisasi publik secara 
sistematis dan akurat. Kualitas pelayanan yang prima membutuhkan 
tindakan ini karena para pengguna jasapun membutuhkan suatu kondisi 
pelayanan yang cepat, akurat dan memuaskan kebutuhannya.  
Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa 
suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespon banyak 
aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya keterbatasan 
prediksi para aktor atau stakeholders dalam proses perumusan suatu 
kebijakan/peraturan. Jadi tindakan diskresi diperlukan sebagai 
kewenangan terhadap suatu permasalahan yang belum diatur dengan 
jelas atau dipergunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan 
kepada masyarakat.  
Dari hasil penelitian di Kecamatan Panakkukang menunjukkan 





bervariasi. Bahwa masih terdapat aparat yang cenderung masih relatif 
kaku menjadikan peraturan dan prosedur yang ada sebagai pedoman 
yang harus tetap ditaati sebagai petunjuk ketika ada persoalan dalam 
memberikan pelayanan. Diskresi belum dilakukan secara efektif, 
kerancuan dan ketidakjelasan dari tindakan diskresi sendiri menimbulkan 
keraguan dalam pemecahan masalah yang tidak ada aturannya, 
menjadikan aparat lebih mengacu pada juklak atau atasan yang lebih 
tinggi. Faktor kewenangan diskresi aparat birokrasi di Kecamatan 
Panakkukang lebih cenderung menjadi penghambat aparat untuk 
mencapai kinerja yang lebih baik dan optimal.  
Hal tersebut menjadikan birokrasi sangat lemah dalam berinisiatif 
dan berimprovisasi saat memberikan pelayanan. Implikasinya adalah 
birokrasi menjadi kurang dapat merespon setiap perubahan dan aspirasi 
yang berkembang dalam masyarakat, termasuk rendahnya daya inovasi 
pelayanan publik. Bagi mereka pimpinan adalah orang yang harus dianut 
dan ditaati segala perintahnya. Petunjuk atasan masih dijadikan pedoman 
bagi aparat pemerintah Kecamatan Panakkukang yang memberikan rasa 
ketenangan dalam menjalankan tugasnya dan aman dari segala masalah 
yang mungkin timbul. Akibatnya daya kreativitas dan inisiatif aparat tidak 
berkembang, serta masalah yang sering timbul adalah tertundanya 
penyelesaian suatu pelayanan, karena aparat jika menemui kesulitan lebih 





Perbedaan tingkat kemampuan aparat di Kecamatan 
Panakkukang untuk mengambil tindakan diskresi adalah aparat masih 
merasakan ketidakjelasan mengenai tindakan apa yang termasuk 
tindakan diskresi dan yang tidak termasuk tindakan diskresi. Apabila 
persoalan ini dikaitkan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan 
aspek teori mendelegasikan wewenang, maka dapat dikatakan bahwa 
untuk menghindari kebingungan dan ketidakjelasan seharusnya pimpinan 
memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan diskresi sehingga 
dapat dijadikan acuan bagi aparat untuk mengambil tindakan diskresi. 
Dengan memperjelas kewenangan diskresi kepada aparat birokrasi, 
dalam melakukan tindakan diskresi aparat terhindar dari ketakutan dan 
kesalahan karena sudah ada pedomannya, karena apa yang 
didelegasikan dan kepada siapa kewenangan itu diberikan sudah jelas 
ditentukan dan kisaran dari keleluasaannya.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bervariasinya 
kemampuan untuk melakukan tindakan diskresi oleh aparat pemerintah 
Kecamatan Panakkukang disebabkan ketidakjelasan kewenangan diskresi 
itu sendiri, kepada siapa wewenang itu diberikan, apa yang menjadi 
wewenang serta kisaran keleluasaannya. Hal ini menjadikan tindakan 
diskresi lebih dominan sebagai faktor penghambat kinerja birokrasi di 






4.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip 
Transparansi di Kecamatan Panakkukang 
1) Faktor pendukung penerapan prinsip transparansi di kecamatan 
panakkukang 
a) Papan Informasi dan Sarana-Prasrana Lainnya 
Pengaturan standar sarana dan prasarana kerja organisasi 
pemerintahan, khusunya organisasi pemerintahan daerah telah di atur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Dalam 
ketentuan umum Permendagri disebutkan bahwa yang dimaksud sarana 
kerja adalah “Fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang 
proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran 
yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja dan 
kendaraan dinas”. Sedangkan prasarana kerja adalah “Fasilitas yang 
secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu 
proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab, seperti: gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah 
instansi. 
Dalam laporan inventaris barang dan aset Kecamatan 
Panakkukang ditemukan semuanya dalam keadaan baik dan layak, 
semuanya boleh dikatakan memenuhi syarat seperti: milik kekayaan, 





Papan informasi merupakan bentuk nyata secara langsung 
adanya proses transparansi di Kantor Kecamatan Panakukang. Pada 
papan tersebut menyediakan informasi kegiatan, alur pengurusan dan 
segala macam informasi yang di butuhkan bagi masyarakat setempat. 
Secara umum sarana dan prasarana sebenarnya cukup memadai 
bagi camat dalam melaksanakan tugas atributifnya. Hal ini dilihat dari 
kewenangan-kewenangan yang dijalankan lebih banyak hanya 
mengkoordinasikan. 
b) Aturan (sistem) yang jelas yang mengatur transparansi; 
Dengan telah diundangkannya UU no. 25/2009, maka kewajiban 
bagi penyelenggara pelayanan publik untuk transparan dalam 
memberikan pelayanan demikian jelas. Langkah selanjutnya adalah 
pengawasan, pemberian reward dan punishment untuk penegakannya 
oleh Penanggung jawab dan Pembina pelayanan publik di masing-masing 
instansi. 
c) Diluncurkannya Program Reformasi Birokrasi; 
Program RB yang merupakan prioritas pertama bagi Pemerintah 
dalam tahun 2010-2014 merupakan momen yang tepat untuk 
memperbaiki kinerja birokrasi. Dengan mengimplementasikan program RB 
ini di Kecamatan Panakkukang dapat memberikan penghargaan dalam 
bentuk remunerasi yang sewajarnya terhadap PNS yang memang 






2) Faktor Penghambat penerapan prinsip transparansi di kecamatan 
panakkukang 
a) SDM yang kurang kompeten dan/atau bermental korup; 
Kurangnya kompetensi SDM aparatur diawali dari rekrutmen yang 
tidak benar karena sistem rekrutmen yang buruk. Hal ini berlanjut dengan 
pembinaan SDM yang juga tidak baik. Banyaknya kasus tentang 
terjadinya praktik KKN dalam perekrutan CPNS di berbagai instansi dan di 
pemerintah daerah menunjukkan buruknya sistem rekrutmen PNS. 
Pengangkatan hampir satu juta tenaga honor menjadi PNS yang tidak 
melalui proses seleksi merupakan contoh nyata pengabaian kompetensi. 
Jika hal ini diimbangi dengan pembinaan yang baik, maka akan dapat 
mengurangi dampak buruknya. Namun jika tidak diikuti dengan 
pembinaan yang memadai, maka dampaknya akan sangat buruk di masa 
yang akan datang. 
Tidak kompetennya SDM juga akan menghasilkan sistem yang 
tidak sehat dan terjadinya KKN, seperti suap, pungli, diskriminasi, dan 
bahkan mafia. Ketidak kompetenan juga dapat menimbulkan ego sektoral 
atau mau menang sendiri. Untuk mempertahankan kedudukan bukan 
dengan memperbaiki kinerja, melainkan dengan melakukan segala cara. 
Hal ini juga terjadi pada sistem rekrutmen, sehingga memunculkan 
masalah baru lagi yang sejenis sehingga menjadikan seperti lingkaran 





Faktor politis, misalnya sistem pilkada yang ada sekarang ini juga 
sangat berpengaruh tidak baik terhadap pembinaan SDM aparatur sejak 
rekrutmen sampai dengan penempatan dan pengangkatan dalam jabatan. 
Transparansi terhadap setiap komponen yang memang harus 
ditransparankan dapat menampakkan dengan jelas praktik yang salah ini 
dan juga akan mengungkap oknum-oknum di Kecamatan Panakkukang 
yang memang tidak kompeten dan/atau melakukan KKN. Oleh karenanya 
oknum-oknum inilah yang akan berusaha untuk menolak atau 
menghindari diterapkannya asas transparansi dalam melaksanakan 
tugasnya, yaitu pelayanan publik. 
b) Tumpang tindih peraturan; 
Tumpang tindih peraturan dan juga tumpang tindih kewenangan 
antar institusi mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan 
tugas dan fungsi. Kekhawatiran akan lepasnya kewenangan karena 
penghilangan tumpang tindih tersebut menyebabkan seorang pejabat 
menyamarkan atau menyembunyikan tugas dan fungsinya dengan 
menonjolkan wewenangnya. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 
transparansi. Tumpang tindihnya peraturan perundangan ini banyak 
dipengaruhi juga oleh faktor politis dan legislatif maupun dari eksekutif 
sendiri. 
c) Sistem monitoring yang lemah; 
Sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang lemah tidak 





pada suatu kegiatan, termasuk tidak dipatuhinya ketentuan dan keharusan 
untuk mengimplementasikan asas transparansi. 
d) Lemahnya penegakan aturan (hukum); 
Sering dijumpai adanya penyimpangan yang tidak diambil 
tindakan yang selayaknya, dengan berbagai pertimbangan. Hal ini 
mengakibatkan kesalahan serupa dapat terjadi secara berulang. Hasil 
pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat  di pemerintah 
Kecamatan Panakkukang berupa pengaduan yang tidak ditindaklanjuti 
akan menjadikan pengawasan itu sendiri tidak ada manfaatnya. Hal ini 
menjadikan masyarakat apatis sehingga pengawasan masyarakat menjadi 
tidak berfungsi. 
e) Masyarakat yang toleran (atau mungkin sudah apatis) atas 
penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik. Hal ini banyak terjadi 
mana kala masyarakat sudah merasa terbiasa dengan terjadinya 
penyimpangan yang tidak pernah ditindak. Dengan demikian maka 
pengawasan masyarakat tidak akan lagi berfungsi sebagaimana 
seharusnya. 
4.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip 
Partisipasi di Kecamatan Panakkukang 






Faktor pendukung utama dalam penerapan partisipasi di 
Kecamatan Panakkukang yaitu terletak pada pemimpin pada institusi itu 
sendiri dalam hal ini Camat Panakkukang. 
Pasal 24 dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: 
“Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah 
kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan 
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Kemudian Pasal 25 PP tersebut dikemukakan 
bahwa pengetahuan teknis pemerintahan meliputi: 
1) Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah 
diploma/sarjana pemerintahan;dan 
2) Pernah bertugas di desa, kelurahan, kecamatan paling singkat 2 (dua) 
tahun. 
Ketentuan di atas masih diperjelas lagi dengan Pasal 26 ayat (1) 
PP tersebut yang berbunyi bahwa: “Pegawai negeri sipil yang akan 
diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat, wajib mengikuti 
pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat”. Terkait 
kompetensi camat ini, spesifikasi Camat Panakkukang sudah memenuhi 
syarat dalam PP tersebut. 
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Asosiasi LPM 
Kecamatan Panakkukang bahwa: 
“...saya kira banyak faktor yang berpengaruh tidak maksimalnya 
pemerintahan kecamatan, katanlah penempatan SDM yang tidak 
tepat dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Tetapi 





politis. Katakanlah dari awal ada komitmen-komitmen politik antara 
mereka. Sebagai contoh sekretaris camat dan kepala seksi 
pemerintahan dari latar belakang pertanian, itu kan pasti biar 
bagaimana pun ada pengaruhnya ketimbang orang yang 
backround pemerintahan”. 
 
Jika Ketua LPM berpendapat bahwa hal ini karena penempatan 
yang tidak tepat sebagai imbas dari otonomi daerah dan kondisi politik, 
maka lain halnya dengan Tokoh Masyarat dan Pemerintahan yang lebih 
mengarah karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkompeten pada bidang pemerintahan. Menurut Yusuf Ramdhan 
bahwa: 
“Umumnya, para aparatur yang ada di kecamatan itu latar belakang 
pendidikan mereka bukan dari pemerintahan jadi memang belum 
tepat pada posisi itu. Karena di Kecamatan Panakkukang masih 
kekurangan personil dalam pemerintahan sehingga membuat 
tugas-tugas di kecamatan bahkan sampai ke kelurahan tidak begitu 
cepat dan tepat sesuai apa yang diinginkan Pak Walikota tetapi 
kalau ini dikembalikan kepada profesional pemerintahan 
kecamatan saya kira belum maksimal, kadang lambat dan tidak 
sesuai apa yang diinginkan”. 
 
Kurangnya personil yang sesuai dengan spesifikasi aturan tentang 
seorang camat di Kota Makassar juga dipaparkan oleh Kepala Seksi 
Pemerintahan bahwa:  
“karena bagaimanapun juga tentu SDM itukan yang banyak 
menentukan keberhasilan dari tugas-tugas yang kita laksanakan. 
Saya kira program pemerintah daerah ke depan menempatkan 
seseorang dalam bidang tugasnya sesuai dengan profesinya”. 
 
Kekurangan ini oleh semua kalangan merupakan hal yang 
realistis. Ada yang berpandangan bahwa hal tersebut terjadi karena 





namun di sisi lain juga banyak berpandangan bahwa hal tersebut wajar 
mengingat Sumber Daya Manusia yang ada di Panakkukang masih 
kurang belum cukup kompeten pada level tersebut. 
Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi jabatan 
struktural meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kompetensi 
dasar mutlak dimiliki oleh setiap pemegang jabatan meliputi 5 (lima) 
bidang sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1b Keputusan BKN Nomor 
46A Tahun 2003, mencakup: 
1) Integritas; 
2) Kepemimpinan; 
3) Perencanaan dan pengorganisasian; 
4) Kerjasama; 
5) Fleksibilitas. 
Hal tersebut setidaknya telah banyak memberi gambaran kepada 
masyarakat dan kalangan pemerintahan di Kecamatan Panakkukang 
terkait eksistensi seorang Camat Panakkukang. Kepala Lurah Masale 
memandang bahwa Camat Panakkukang dalam memimpin organisasi 
kecamatan mampu menjalin kerjasama yang baik kepada semua 
kalangan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik serta gaya 
kepemimpinan yang demokratis. Berikut hal yang sama juga disebutkan 





“...kalau saya melihat beliau sangat demokratis. Jadi dalam sisi 
jabatan beliau sebagai camat setiap permasalahan selalu 
dilemparkan kepada semua khalayak. Sangat-sangat demokratis 
beliau memimpin disini. Mungkin dengan perubahan sesuai kondisi 
sekarang membuat kepemimpinan camat membawa dia ke 
tengah-tengah masyarakat dan sangat demokratis. Kalau saya 
lihat integritas pak camat itu sangat membangun, membentuk 
bagaimana warna yang ada disini khususnya di kecamatan yang 
dia pimpin, selalu membaur, dan seperti yang saya katakan tadi 
beliau itu sangat demokratis karena setiap permasalahan yang 
ada dia lepas kepada yang berkaitan untuk mendapatkan suatu 
keputusan yang mungkin beliau sendiri sudah ada tetapi kurang 
enak kalau dengan satu suara saja untuk dia. Saya katakan tadi 
beliau sangat demokratis semua diberikan kesempatan untuk 
berpendapat masing-masing sehingga beliau bisa memutuskan 
dengan hasil pendapat orang banyak. Dari segi pengorganisasian 
beliau sangat eksis, beliau selalu mengkomunikasikan dengan 
pendapat dan saran-saran yang bagus dengan tujuan untuk 
membangun kecamatan ini”. (FAJAR, 2014:12) 
 
Keadaan seperti itu sebagaimana yang diharapkan Walikota 
Makassar. Adanya sebagian pemahaman yang masih memposisikan 
camat sebagai kepala wilayah dan unsur kepentingan politik tertu tidak 
terlepas dari kewenangan Walikota Makassar dalam menempatkan 
seorang camat sebagaimana pernyataannya bahwa:  
“...yang diharapkan ialah bagaimana supaya setiap camat dapat 
menciptakan suasana di kecamatannya supaya tercipta suatu 
manajeman pemerintahan yang baik sehingga pelayanan kepada 
masyarakat itu tidak terbengkalai. Kedua, daerah itu, kecamatan 
itu bisa meningkat, maju, sama dengan daerah-daerah lain. 
Ketiga, saya harapkan supaya di wilayah itu tidak ada masalah, 
ada masalah tetapi mampu diredam.Jadi bagaimana memenage 
masalah supaya semua sektor pembangunan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. Keempat, diharapkan bahwa, di 
kecamatan itu tercipta suatu partisipasi, kekerjasamaan, 
kekompakan, dari semua elemen masyarakat untuk mendukung 






Lebih lanjut Kepala Seksi Pemerintahan menyetakan hal yang 
sama bahwa: 
“...saya kira begini, memang para camat sebetulnya sesuai 
undang-undang itu diharapkan disiplin ilmunya dari pemerintahan, 
agar faktor-faktor yang harus kita lakukan dalam berpemerintahan 
minimal mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun demikian 
sebetulnya, yang kuncinya disini ialah bagaimana memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya kira aturan yang 
digunakan camat sekarang itu luwes, bisa kita lakukan dan 
perbuat yang penting untuk kepentingan orang banyak. Walaupun 
sebetulnya katakanlah terbatas kewenangan yang diberikan oleh 
Walikota tetapi menurut saya dalam situasi Kota Makassar ini 
tugas-tugas camat itukan banyak yang harus dikoordinasikan 
terutama dalam bagaimana keamanan situasi dan kondisi yang 
harus dilakukan di kecamatan masing-masing.” 
 
2) Faktor penghambat penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan 
Panakkukang 
a) Kurangnya sosiaslisasi dan koordinasi 
Menggerakkan masyarakat, kadang ada masyarakat yang tidak 
tahu dengan alasan kesibukkan. Kurangnya sosialisasi dari instansi-
instansi atau lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta kepada 
masyarakat ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
menyangkut pembangunan di bidang fisik, sehingga masyarakat kurang 
terlibat di dalamnya. Hambatan dari luar maksudnya kurangnya sosialisasi 
yang dilakukan oleh instansi-instansi yang melakukan kegiatan, sehingga 
ketika hari kegiatan, banyak warga yang tidak tahu, selanjutnya untuk 
penjelasan kegiatan kita serahkan kepada pihak pelaksana, tetapi 
kebanyakan hanya memberitahukan akan ada kegiatan tanpa ada 







b) Faktor Kesadaran / Kemauan Masyarakat 
Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul 
begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk 
partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat 
itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti 
pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak 
melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi 
cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera 
kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga 
masyarakat Kecamatan Panakkukang yang merupakan lokasi penelitian 
ini. 
Masyarakat Kecamatan Panakkukang berpartisipasi dalam 
pembangunan disegala bentuk (ide/pikiran, uang, materi/barang, dan 
tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang dimiliki oleh 
masyarakat. Namun masih banyak masyarakat di Kecamatan 
Panakkukang belum ikut berpartisipasi, hanya sebagian kecil saja 
masyarakat yang tumbuh kesadaran dirinya dalam pembangunan. Alasan 
responden memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang 
merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan 
karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik 







c) Faktor Penghasilan dan Pekerjaan 
Berdasarkan penghasilan masyarakat di kecamatan Panakkukang 
yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya 
dalam pembangunan berbeda-beda. Selain penghasilan/pendapatannya 
yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda 
pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. 
Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Pelaksanaan akuntabilitas aparat pemerintah Kecamatan Panakkukang 
dapat dilihat pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) 
kecamatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan 
Panakkukang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 
tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan. Peraturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota Makassar No 57 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan 
Struktural pada Kantor Kecamatan. Pada wilayah kewenangan, Pemerintah 
Kota Makassar juga membuat Peraturan Walikota Makassar No.77 Tahun 
2006  tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar 
kepada Camat dalm Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Salah satu bentuk 
pelaksanaan uraian tugas organsasi kecamatan dijabarkan kedalam rencana 
kerja satu tahun Kecamatan Panakkukang. Pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kepada Walikota Makassar dilakukan 
melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sebagaimana dapat dilihat 
dalam LAKIP Kecamatan Panakkukang tahun 2014. 
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Akuntabilitas publik dapat dilihat pada kewenangan pengelolaan 
kebersihan dan kewenangan operasional pemadam kebakaran. Pada 
penyelenggaraaan kewenangan pengelolaan kebersihan yaitu pengangkatan 
sampah dari sumber (rumah tangga) ke TPS, Kecamatan Panakkukang 
berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam 
perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai 
dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintahan 
Daerah. Pelaksanaan akuntabilitas dalam kewenangan ini meliputi antara lain 
penyediaan alat angkut sampah dan bak sampah di beberapa tempat, 
pemungutan biaya setiap rumah tangga yang memakai jasa pelayanan yang 
tentu saja bekerja sama dengan kelurahan, RW dan RT. 
Pada penyelenggaraaan kewenangan operasional pemadam kebakaran 
yaitu pengawasan terhadap kepemilikan alat pemadam kebakaran bagi 
perusahaan/kegiatan usaha dan kantor, Kecamatan Panakkukang 
berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan kewenangan dapat di lihat juga pada kegiatan Seminar 
Penyuluhan Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran. 
Kecamatan Panakkukang menyediakan sarana pengaduan terhadap 
pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Kecamatan Panakkukang. 
Sarana tersebut antara lain, penyampaian secara langsung kepada petugas, 
melalui surat yang disampaikan pada kotak saran, melalui surat kabar 
(suratpembaca), melalui pejabat pemerintah kota (walikota atau pejabat 
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lainnya). Penanganan terhadap keluhan masyarakat dilakukan sejak dari 
penerima keluhan, jika tidak bisa diatasi, diserahkan kepada kepala seksi 
yang memiliki kewenangan, selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris camat, 
hingga jika tidak bisa diatasi, maka akan diserahkan kepada camat.  
Transparansi penyelenggaraan kewenangan camat di Kecamatan 
Panakkukang meliputi keterbukaan informasi peraturan daerah, informasi 
prosedur pelayanan administrasi kependudu kan dan surat keterangan, dan 
informasi biaya pembuatan SITU. Dalam transparansi pelayanan SITU 
terwujud melalui pemberian kuitansi transaksi pelayanan. Kuitansi tersebut 
memberikan kejelasan dan kepastian waktu dan biaya pelayanan.serta 
menghindarkan masyarakat dari pungutan liar. Sarana yang  dipergunakan 
dalam menyediakan informasi tersebut dilakukan melalui media internet, 
media cetak, papan pengumuman, dan aparat kecamatan serta perwakilan 
masyarakat (RT). Penyediaan sarana pengaduan terhadap pelayanan di 
Kecamatan Panakkukang juga merupakan salah satu praktik transparansi 
pemerintahan. 
Pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang yang 
melibatkan peran serta masarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya 
melalui partisipasi dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian 
bantuan berupa barang kepada aparat pemerintah kecamatan dalam 
mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 
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Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan dalam bentuk 
partisipasi kelompok (group participation) melalui pelaksanaan Musrenbang 
tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontak antara warga 
Negara dan pemerintah (citizen government contacting) berupa penyampaian 
pendapat melalui kotak saran, media massa dan penyampaian secara 
langsung kepada petugas kecamatan merupakan partisipasi dalam tahap 
evaluasi. 
5.2. Saran 
1. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan 
Panakkukang perlu dilengkapi dengan data dokumentasi kegiatan dan 
disediakan pula mekanisme bagi masyarakat untuk melihat dan menilai 
laporan akuntabilitas tersebut. 
2. Kewenangan Kecamatan Panakkukang dalam pengelolaan kebersihan 
mengenai biaya atas jasa pengangkutan sampah semestinya di bagi 
berdasarkan sumber (rumah tangga) atau tempat usaha. 
3. Kewenangan Kecamatan Panakkukang dalam operasional pemadam 
kebakaran perlu pengawasan yang lebih ketat karena masih ada beberapa 
tempat usaha yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran. 
4. Seminar Kecamatan mengenai bencana alam dan kebakaran mestinya 
lebih di informasikan kepada masyarakat luas bukan hanya di hadiri 
perwakilan dari kelurahan ataupun RT dan RW. Walaupun operasional 
kegiatannya hanya perwakilan, setidaknya perwakilan yang datang 
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dihimbau untuk meneruskan informasi dan pengetahuan yang didapatnya 
ke masyarakat Kecamatan Panakkukang. 
5. Penyediaan akses informasi terhadap SITU di Kecamatan lebih 
ditingkatkan lagi, melihat kondisi masih banyak tempat usaha yang belum 
memiliki SITU.  
6. Akses peran serta masyarakat dan swasta khususnya pada bidang 
kebersihan dan lingkungan hidup dan bidang pembangunan masyarakat 
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